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ABSTRAK

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIRIAN MINIMARKET TERHADAP
PEDAGANG KECIL DIKELURAHAN SUKARAME KOTA BANDAR
LAMPUNG

Oleh: Nelawati

Implikasi Kebijakan Pendirian Minimarket terhadap Pedagang Kecil di
Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung diartikan sebagai akibat dari
implementasi peraturan pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai izin pendirian
Minimarket di Kota Bandar Lampung terhadap warung eceran di Kelurahan
Sukarame. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) bagaimana implikasi
kebijakan pendirian minimarket terhadap pedagang kecil di Kelurahan Sukarame?;
dan (2) bagaimana strategi pedagang kecil dalam mengatasi implikasi negatif akibat
dari pendirian minimarket di kelurahan Sukarame?.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya minimarket yang saat ini
beroperasi di Kelurahan Sukarame setelah di implementasikanya Peraturan Walikota
Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataaan
Minimarket di Kota Bandar Lampung. Sehingga membuat peneliti ingin mengetahui
apa implikasi minimarket tersebut terhadap pedagang kecil yang ada di sekitar
minimarket di Kelurahan Sukarame.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data di dapat dari hasil
observasi untuk melihat fakta dilapangan, wawancara dan juga dokumentasi.

Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu 1) Jarak minimarket yang
beroperasi di Kelurahan Sukarame tidak mematuhi Peraturan Walikota Bandar
Lampung  yang telah dibuat, 2) Dampak yang terjadi pada pedagang kecil di
Kelurahan Sukarame yaitu (a) Pedagang Kkecil sulit bersaing dengan minimarket baik
bersaing tempat, harga barang, kualitas barang maupun variasi.barang; (b) Semenjak
adanya minimarket, masyarakat-leBihsmemilibsbérbelanja di minimarket dikarenakan
lebih praktis dan simpel, sehingga hal ini berdampak pada menurunya pendapatan
pedagang kecil. Kemudian, 3) Adapun strategi pedagang kecil dalam mengatasi
persaingan dengan minimarket guna untuk mempertahankan keberadaanya yaitu
berikhtiar dan bersabar, memberikan harga murah, menyediakan barang-barang
ketengan yang dalam hal ini di minimarket tidak menyediakan, dan juga boleh
menghutang bagi pembeli yang sudah kenal.

Sehingga dari strategi tersebut pedagang kecil tetap dapat bertahan ditengah
menjamurnya minimarket dikelurahan Sukarame dan juga tetap dapat terpenuhinya
mata pencaharian pedagang kecil dari hasil berdagang diwarung.

Kata kunci: Implikasi Kebijakan, Minimarket, Pedagang Kecil
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (gs. An-nisa:29)*

! Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemah (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur’an, 1987)
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BAB |
PENDAHLUAN

A Penegasan Judul

Penelitian ini  berjudul “IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIRIAN
MINIMARKET TERHADAP PEDAGANG KECIL DI KELURAHAN
SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG”. Untuk menghindari kesalahfahaman
dalam memahami makna pada judul di atas, maka penulis terlebih dahulu
menegaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

Implikasi dapat diartikan sebagai dampak atau akibat dari sesuatu. Sedangkan,
Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan
adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.2

Herold Laswell dan Abraggm Kap_fllap_mendefinisikan kebijakan public
sebagai suatu program yang dipro‘yeksikan. dengan tujuan-tujuan tertentu, dan
praktik-praktik tertentu.® James E. Anderson menyatakan bahwa yang dimaskud
kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-bdan dan pejabat-pejabat

pemerintah, pengertian ini menurutnya berimplikasi pada bahwa kebijakan dalam arti

2 Muhsin Al Hasani, Kajian Implementasi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
http://www.administrasipublik.com/2014/08/kajian-implementasi-kebijakan-publik-menurut-para-
ahli.html acces 6 Juni 2015

® Tilar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 183


http://www.administrasipublik.com/author/muhsin-al-hasani
http://www.administrasipublik.com/2014/08/kajian-implementasi-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html
http://www.administrasipublik.com/2014/08/kajian-implementasi-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html

positif didasarkan pada peraturan perundang-undang dan bersifat memaksa. *
Sedangkan George C. Edwards Il dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian
kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program
pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam
peraturan-peraturan perundang-undang atau dalam pidato-pidato pejabat teras
pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan

pemerintah.’

Dari pengertian diatas, implikasi kebijakan yang penulis maksudkan dalam
penelitian ini adalah dampak dari peraturan-peraturan perizinan pendirian minimarket
yang telah dibuat oleh pemerintah di kota Bandar Lampung sebagai suatu tindakan
pemerintah Kota Bandar Lampung dalam tujuan memajukan bidang perdagangan dan
jasa. Tentunya peraturan tersebut, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik
itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak
yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan-dan memberikan
manfaat yang berguna bagi 4I.ingk?i'\fﬁgan ké’b;ijékéﬁ: Sedangkan dampak negatif
dimaksukan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan

kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

* James E. Anderson, Public Policy Making (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984),
cet, ke-3, h. 3-5

® George C. Edwards Il dan Ira sharkansky, The Policy Perdicament: Making and
Implementing Public Policy (San Francisco: W. H. Freemand and Company, 1978), h. 2



Minimarket menurut Pasal 1 Perpres No 112 tahun 2007 termasuk kedalam
pengertian toko modern.® Sedangkan menurut Hendri Ma’ruf minimarket adalah toko
yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat
dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.’
Minimarket menurut Pearturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012
adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan
sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara
swalayan.® Selain itu, Minimarket juga diartikan sebagai toko yang menjual barang
kebutuhan sehari-hari yang dekat dengan pemukiman penduduk dengan luas 50m
sampai 200m. Dari penjelasan tersebut minimarket yang dimaksudkan penulis adalah

candramart, Indomart dan Alfamart.

Sedangkan pengertian pedagang kecil adalah pedagang yang menjual belikan
barang dalam jumlah kecil. Biasanya berupa toko eceran yang langsung menjual
barangnya kepada konsumen untuk dikonsumsi.? Pedagang kecil ini jika dimasukan

kedalam sekala'usaha, yaitu pedagang yang berada pada skala kecil dengan modal 5-

.

25 juta rupiah, dan juga masuk kedalam kateé’b-’ri‘shkalé mini yaitu dengan modal 1-5

juta rupiah.

® peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang “Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ”. diakses pada tanggal 26
Desember 2016

" Hendri Ma’ruf. Pemasaran Ritel (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 163

® peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan
Penataan Minimarket. Di dapat tanggal 25 April 2017

® Eko Sujatmiko, Kamus IPS (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), h. 231



Berdasarkan penjelasan tersebut, Pedagang kecil yang dimaksudkan penulis
disini di antaranya seperti warung kelontongan/eceran atau toko kecil, yang mana
mereka menyediakan atau menjual barang dagangan yang beraneka macam yang
sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan barang-barang yang dijualpun dijual pula

di minimarket.

Jadi dari pengertian-pengertian judul diatas penelitian yang dimaksud yaitu
suatu akibat terhadap pendapatan masyarakat yang memiliki warung eceran/toko
eceran disekitar minimarket setelah dilaksanakannya/diimplementasikannya peraturan
pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012 tentang persyaratan dan

penataan minimarket di Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Setiap peneliti tentunya memiliki alasan mengapa memilih judul tersebut.
Penulis tertarik untuk meneliti tentang, pengaruh liberalisasi pendirian'mini market di
keluraha Sukarame dengan alasan sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah suatd "'Réputusan%-'yahgwdibuat secara sistematik oleh
pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut
kepentingan umum. Hal ini menarik untuk diteliti karena suatu kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah terkadang hanya menyangkut kepentingan

sepihak saja (pihak-pihak elit, pejabat, dan lain-lain).



2. Melihat kondisi persaingan minimarket dan pedagang kecil yang tidak
seimbang, yang mana minimarket lebih memiliki strategi penjualan yang
unggul dibandingkan dengan pedagang kecil, hal ini membuat peneliti
tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pedagang kecil dalam
menghadapi persaingan dengan minimarket.

3. Selain tempat yang terjangkau bagi peneliti, dari kebijakan pemerintah
mengenai  perizinan pendirian minimarket yang dilihat ternyata
menimbulkan implikasi negatif bagi pedagang-pedagang kecil, maka
penelitian ini menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah, yang mana

pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan para pedagang kecil.

C. Latar Belakang Masalah

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan
ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan
yang bercorak sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang
desentralistik di pemerintah’ daerah. Pemerinta_han semacam  ini memberikan
keleluasaan kepada daerah d.ala-r;{::wujud ‘%"”-;T(A)'t(.)hohi Daerah” yang luas dan
bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat
sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan

keragaman daerah.



Kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 yang
kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah™
merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi,
globalisasi serta perdagangan bebas. Hal-hal pokok yang menjiwai lahirnya undang-
undang ini adalah demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta
terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah. Hal tersebut muncul oleh karena
kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan tatanan yang lebih
baik dalam sebuah skema good governance dengan segala prinsip dasarnya.

Sistem otonomi daerah merupakan buah demokrasi yang tumbuh berkembang
di Indonesia sejak era reformasi 1998. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah
bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan
potensi lokal wilayahnya. Kedudukan pemerintah daerah terutama tingkat 11
(Kabupaten/Kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena akan
berperan sebagai motor dalam pelaksanaan. otonomi. Pemerintah daerah yang
menguasai daerah yang lebih sempit daripada pemerintah pusat diharapkan sangat
memahami kondisi dan permasalahan Wilayahnyé ~secara lebih detail. Dengan
demikian, pembangunan daerah diharapkan akan berjalan secara pasif dan merata
sampai pada wilayah-wilayah daerah.

Pada dasarnya pembentukan peraturan pemerintah baik Negara maupun daerah

adalah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1% Djohan, Djihermansyah, Kebijakan Otonomi Daerah 1999 (Jakarta: Yasrif Watampone,
2003), h. 13-14



Pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya, karena rakyat merupakan salah satu
dari unsur Negara. Berdasarkan dasar paham kesejahteraan umum sebagai syarat-
syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar sejahtera, Downie
berpendapat bahwa terdapat tugas-tugas Negara yang dapat dibagi menjadi tiga

kelompok, yaitu

1. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk di dalam
wilayah tertentu atau perlindungan terhadap ancaman luar negeri.

2. Negara mendukung atau menyediakan langsung berbagai pelayanan
kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.

3. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang
berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial dalam

menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat."

Salah satu tujuan Negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu
memajukan Kesejahteraan umum. Kesejahteraan ini diukur dengan terpenuhinya
segala kebutuhan hidup manusiaggbaik  itu ,%{ggbuiuhan primer, sekunder, maupun
tersier. Dalam memenuhi kebutuhan manusia saat ini, dibutuhkan sarana atau fasilitas
yang dapat memberikan kenyamanan, misalnya dalam kebutuhan rumah tangga

masyarakat tidak hanya kepasar tradisional hanya sekedar berbelanja, tetapi dengan

' Artikel tugas-tugas Negara. (http:/amaterasu7.blogspot.co.id/2014/01/tugas-tugas-
negara.html/m=1. Diakses pada tanggal 10 februari 2017
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http://amaterasu7.blogspot.co.id/2014/01/tugas-tugas-negara.html/m=1

adanya pusat perbelanjaan atau toko moder selain berbelanja untuk kebutuhan rumah

tangga, manusia juga memperoleh hiburan dan kenyamanan.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini
menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang dimasyarakat
kita. Adapun sejarah Lahirnya minimarket di Indonesia diperkirakan pada tahun 1988
yang dipelopori oleh perusahaan Indofood Group, kemudian disusul oleh perusahaan
lainya seperti Hero Supermarket, Alfamart dan lain sebagainya. Bukan hanya di kota
metropolitan tetapi sudah merabah dikota kecil di tanah air.

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Kebijakan yang diwujudkan oleh
presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.*? Sekarang ini sangat mudah menjumpai minimarket,
hypermarket, dan supermarket disekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut
menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah. menariknya.
Namun, dibalik kesenangan tersebut membuat golongan kelasmenengah-bawah
mengeluh. Dari beberapa minirﬁafkgf:"dan su;ﬁ'éffﬁérkét tersebut saling memberikan
pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari warung tradisional yang ada, selain itu

mereka juga menawarkan harga yang relative lebih rendah, variasi barang yan banyak

12 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 “tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”. diakses pada tanggal 26
Desember 2016



dan tempat belanja yang nyaman. Mereka saling berusaha menambah vasilitas dan
eningkatkan kualitas menurut persepsinya sendiri-sendiri.

Minimarket selalu memberikan kelengkapan dan kesediaan produk yang dijual,
kualitas yang dijual, kesan terdapat produk-produk import, kesan terdapatnya produk-
produk yang baru dipromosikan, potongan harga (discon) yang diberikan, terdapatnya
paket-paket khusus dengan harga khusus, area parkir yang tersedia, keramahan
pelayan, dan adanya papan petunjuk harga untuk memudahkan dalam mencari produk
sehingga membuat para konsumen tertarik berbelanja ke toko modern.

Ditinjau dari ekonomi Islam, bisnis minimarket ini termasuk dalam bisnis yang
diperbolehkan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan
kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik
di akhirat.®® Tentunya untuk memperoleh hal itu jika ingin dilakukan dalam segi
bisnis haruslah dilakukan dengan cara bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan
syariah.

Berbeda dengan minimarket, warung-warung tradisional pada umumnya
mempunya skala kecil dan mengah-a(;igpi rantaj:_pema's’aran yang cukup panjang untuk
barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang kecil pun kini mulai
terkikis. Keunggulan warung selama ini didapat dari lokasi, karena masyarakat lebih

senang berbelanja di warung-warung atau toko yang lokasinya lebih dekat.

3 Hadi Hartono, Mengungkap Rahasia Bisnis Minimarket (e-book edition: 2011) him.78



Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan seperti minimarket terus berkembang
memburu lokasi yang potensial, dengan semakin marak dan tersebarnya lokasi
minimarket maka keunggulan lokasi warung-warung tradisional juga akan hilang.
Kedekatan lokasi kini tidak dapat lagi dijadikan sumber keungguluan yang
berkelanjutan.

Hal ini sebagaimana pula tidak bisa di hindari oleh pemerintah Bandar
Lampung. Pemerintah kota Bandar Lampung bersama Badan Penanaman Modal
(BPMP) kota Bandar Lampung telah menyusun prosedur atau pedoman pendirian
minimarket, salah satunya adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89
Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung
bab Il tentang Persyaratan Pembangunan Minimarket pada pasal (2) huruf h yaitu
pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit
minimarket dalam radius 200 meter dengan jarak antar lokasi minimal 500 (lima
ratus) meter ,dan huruf i yaitu usaha minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus
lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima
puluh) meter dari warung/pedagang eceran yar;,fg;_berl'dkasi pada jalan kolektor.**

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat perizinan pendirian
minimarket sebagai rangkaian kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Untuk itu salah satu programnya adalah

14 Sudarno Eddi. Perwali No.17 Tahun 2009 “Tentang Penataan Minimarket”. Berita Daerah
Kota Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 2 Desember 2016



mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan,
berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan
(BPMP) Kota Bandar Lampung, minimarket yang ada di Kota Bandar Lampung pada
tahun 2015 sebanyak 191 gerai minimarket. Indomart paling banyak dengan 90 gerai,
Alfamart 72 gerai, dan Chamart 16 gerai. Sementara sisanya minimarket dengan
brand lain."

Dari surat peraturan perizinan dan pendirian minimarket diatas, yang mana
Kelurahan Sukarame merupakan pemekaran Kota di Bandar Lampung dan jalan
utama di Kelurahan Sukarame sudah masuk kedalam kategori jalan Perdagangan dan
Jasa. Mengenai minimarket sendiri, perkembangan pendirian minimarket di
kelurahan sukarame selama periode 2016 terdapat 8 minimarket yang didirikan.
Seperti Alfamart, Indomart, dan belum lama didirikan Chamart (Chandramart) yang
berseberangan dengan Indomart dan alfamart.

Hal ini, Secara tidak langsung sebenarnya sudah mempengaruhi perekonomian
masyarakat kecil terutama yang'bermfg_fesi sebagai pedagang di sekitarnya. Walaupun
tidak secara langsung menjadikan warung pedagang kecil bangkrut. Namun jika terus
dibiarkan, maka terjadi persaingan yang tidak seimbang antara pemilik minimarket

yang memiliki strategi pemasaran yang lebih kreatif dengan tata letak barang-barang

> Dedi Sutomo, Bandar Lampung Kota Minimarket (Bandar Lampung: Tribunlampung,
2015) akses tgl, 2 Desember 2016



yang menarik perhatian konsumen. sedangkan pedagang kecil tidak memiliki modal
untuk menyaingi minimarket tersebut.

Berdasarkan kondisi diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Implikasi
Pendirian Minimarket Terhadap Pedagang Kecil di Kelurahan Sukarame Kota

Bandar Lampung” terutama implikasi terhadap kesejahteraan pedagang kecil.

D. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan yaitu:
1. Bagaimana implikasi kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin
pendirian minimarket terhadap pedagang kecil di kelurahan Sukarame?
2. Bagaimana strategi pedagang kecil dalam mengatasi implikasi negatif akibat

dari pendirian minimarket di kelurahan Sukarame?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. "Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui |mpI|kaS| kebljakan Pémerintah mengenai pemberian
izin  pendirian minimarket terhadap pedagang kecil di Kelurahan
Sukarame
b. Untuk mengetahui strategi pedang kecil dalam mengatasi implikasi

negatif akibat dari pendirian minimarket di kelurahan Sukarame.



F.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitain ini adalah sebagai

berikut:

a. Akademis
Memperkaya Khazanah keilmuan IImu Pemerintahan dan menambah
wawasan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya mengenai
implementasi dan juga implikasinya dari kebijakan mengenai

persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar lampung.

b. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan
kepada instansi pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan yaitu
walikota dan implementor yang terkait yaitu Badan Penanaman Modal

dan Perizinan khususnya bidang Pengawasan dan Penanaman.

¢. Pedagang kecil
Penelitianini diharag_lggn dap:_:‘\t_, mem_bantu pedagang kecil dalam
menemukan titik tengat;;erkait n;c;salah ketimpangan pendapatan antara
minimarket dan pedagang kecil, sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan pedagang kecil.

Metode Penelitian



Metode adalah suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian
adalah penelitian yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang
pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta.'®

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan
terorganisasi. Arti sistematis dan terorganisasi menunjukan bahwa untuk mencapai
tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang sudah diatur dalam
suatu metode yang baku. Metode penilitian berisikan pengetahuan yang mengkaji
ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses
penelitian.!’

Dari penjelasan diatas, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian
kualitatif. Adapun tujuan penulis yaitu untuk mendapatkan data yang di inginkan
berdasarkan fakta pada pedagang kecil di kelurahan Sukarame dan juga agar dapat
mendukung kesempurnaan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode
diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penélitiany,

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan (field reseach),

yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang

16 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,1997), h. 1
! Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2010), h. 7



sebenarnya. *® Penelitian lapangan ini berfokus pada pengaruh kebijakan
mengenai peraturan minimarket yang di implementasikan pemerintah.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang
berusaha mendeskripsikan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi disaat
sekarang ini berdasarkan data, dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah

tertentu, dengan menyajikan data, menganalisis, dan memberikan interpretasi.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan objek penelitian.™® Populasi yaitu seluruh
jumlah penduduk untuk diselidiki atau diteliti. Jadi populasi adalah seluruh
individu atau responden yang terdapat dalam objek penelitian. Populasi
yang dimaksud penulis adalah masyarakat yang memiliki warung yang
berjarak 1 m-1 km dengan minimarket dan tinggal di kelurahan Sukarame.
Sehingga. populasi penelitian berjumlah_” 120 pedagang kecil, seluruh
minimarket yang ada .di KelurahanSukarame dan juga warga masyarakat

Kelurahan Sukarame yang berstatus sebagai konsumen.

18 Kartini Kartono, cet. VI, Pengantar Metode Riset (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32
9 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PN Rineka
Cipta, 1993), h. 115



b. Sample
Setiap penelitian memerlukan sejumlah orang yang harus kita selidiki.
secara ideal kita harus menyelidiki keseluruhan popolasi. Bila populasi
terlampau besar kita ambil sejumlah sampel yang representatif, yaitu yang
mewakili keseluruhan populasi itu. Dengan menyelidiki sampel itu kita
ambil kesimpulan berupa generalisasi, yang kita anggap juga berlaku bagi
keseluruhan populasi.
Memilih  sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi disebut
sampling. ®® Dalam penelitian ini digunakan Purposive sampling, vaitu
dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut
ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.** Berdasarkan pendapat di
atas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:
1) Warga yang memiliki warung eceran dengan barang-barang yang
dijual adalah kebutuhan sehari-hari yang sama dengan yang dijual
di minimarket. Dan tinggal di sekitar minimarket dengan jarak
maksimal 100°m:= o

2) Warga biasa yang tinggal di sekitar minimarket dengan radius
maksimal 100m, karena diperkirakan pada radius tersebut
masyarakat lebih senang untuk membeli kebutuhannya di

minimarket tersebut.

205 Nasution, Metode Research ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.86
2! 1bid, h.98



Jadi, berdasarkan criteria tersebut sampel dari penelitian ini berjumlah 10
warga biasa (konsumen), 7 pedagang kecil, dan informan dari Lurah
Sukarame dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Informan
tersebut dimaksudkan untuk memperolah informasi yang lebih valid tentang
pengeluaran perizinan usaha dan juga pengaruh terhadap kesejahteraan

pedagang kecil yang hidup disekitarnya.

G. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi
keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan
data,siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Metode pengumpulan data
merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi baik diperoleh dari data
primer (langsung) maupun data sekunder (tidak langsung) yang dibutuhkan dalam
rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang penulis
gunakan adalah sebagai berikuta

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas
fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas, observasi sebenarnya

meruapakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak



langsung. 2 Observasi juga dapat diartikan peneliti yang langsung turun ke
lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi
penelitian. Peneliti menganggap penting untuk menggunakan metode observasi,
mengingat banyak hal yang dapat diamati dan dicatat dari kehidupan sosial dan
ekonomi para pedagang kecil sebagai bukti nyata tentang keadaan yang

sebenarnya serta kondisi usahanya setelah didirikannya minimarket.

2. Metode Interview

Metode interview vyaitu bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut
Kartini Kartono interview merupakan proses kegiatan Tanya jawab secara lisan
dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan secara fisik atau langsung.*

Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode yang paling
utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi langsung dari sampel
tersebut. Metode ini digunakan untuk menemukan data-data dan informasi yang
akurat mengenai_dampak pendirian minimarket di kelurahan Sukarame antara
lain, Dampak terhadap dayé jﬁgi{:bedagaﬁ’@; keC|I Dampak terhadap pendapatan
pedagang kecil, Dampak terhadap daya tarik konsumen, Dan juga bagaimana
strategi pedagang kecil dalam bersaing dengan minimarket.

3. Metode Dokumentasi

22 sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid |1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi

UGM, 1986), h. 36
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23 Kuontoro Ronny, Metode Penelitian (Jakarta: Buana Printing, 2009, cet. Ke 2), h. 231
2% Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseath (Bandung: Masdar Maju, 1996, cet, ke 7), h.



Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti
dengan menyelidiki benda-benda tertulis, buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan, notulen atau rapat, catatan harian, surat kabar dan sebagainya.? Dalam
penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan peneliti adalah dokumentasi
sekunder seperti surat izin pendirian minimarket, data jumlah minimarket
dikelurahan sukarame dan juga data profile kelurahan sukarame.

4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut
Miles and Huberman, analisi data dilakukan terhadap data hasil studi
pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus
penelitian. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan
setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Ada tiga model interaktif

dalam analisis data yaitu®®:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal™ yang pokok,
memfokuskan pada hfa.ll-héfi'\'{"yang p;t‘éh;fi'n.g,wdicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudah penenliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya lebih diperlukan.

% Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta. Andi Ovvset:2003), h. 32
%6 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung. Alfabeta:2016, cet. Ke-23), h. 337



b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Dalam hal ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
tabel, dan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan
memudahkan untuk memahmi apa yang telah terjadi, dan merencanakan
kerja selanjutnya apa yang telah difahami tersebut.

c. Conclution Drawing /verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulkan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu

objek. Dalam penelitian ini peneliti yang mengemukakan kesimpulan yang
kredibel yaitu sesuai dengan bukti-bukti pengumpulan data yang valid dan
konsisten.

Kemudian dalam memutuskan hasil. akhir penulis menggunakan teknik
berfikirinduktif. Induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-
hal atau peristiwa khusus’ untg_k mene,p_t;ukan'" hukum yang umum. Induksi
merupakan cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum
dari berbagai kasus yang bersifat indifidual. Penalaran secara induktif dimulai
dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup
yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan

pernyataan yang bersifat umum.



H. Kajian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian
terdahulu yang relevan guna membandingkan dengan judul skripsi peneliti yaitu
“Implementasi Kebijakan Pendirian Minimarket Terhadap Pedagang Kecil Di
Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung”, sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Laksemana Lutfi, dengan judul “Dampak Keberadaan
Indomaret Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional di
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan”. Teknik penelitian ini dilakukan
dengan metode deskriptif kualitatif. Pada skripsi ini laksamana Lutfi menganalisis
dampak yang dihasilkan oleh keberadaan gerai indomaret terhadap pedagang grosir,
serta izin untuk membangun gerai indomaret dikota medan. Hasil dari penelitian
laksamana lutfi ini yaitu warga mulai berpindah belanja ke indomaret, dan juga
pedagang kecil mulai terpinggirkan dan ada yang sampai gulung tikar. Dalam
penelitian Laksamana Lutfi metode yang digunakan sama dengan peneliti yaitu
metode deskriptif kualitatif. Dan dalam temuan peneliti menemukan dampak yang
sama atas apa yang di hasilkan‘oleh pgpelitian.,,,l:aksarﬁana Lutfi pada skripsinya.

Kedua, Oleh Faridatul Fitriyah, Syari’ah Mu’amalah STAIN Tulungagung,
dengan judul “Pengaruh Pendirian Minimarket Terhadap Pendapatan Pedagang
Eceran di Kecamatan Kalidawer Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Etika Bisnis
Islam”. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan
pendekatan kuantitatif. Pola deskripsi dan korelasional. Hasil dari penelitian Faridatul

Fitriyah adalah minimarket sangat mempengaruhi pendapatan pedagang eceran,



minimarket yang ada di kecamatan kalidawir tidak sesuai dengan etika bisnis islam
dan juga melanggar Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010. Pada penelitian Faridatul
Fitriah, metode penelitian yang digunakan tidak sama dengan peneliti. Jika Faridatul
Fitriah menggunakan metode jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif
maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian
Faridatul Fitriyah sama dengan hasil penelitian peneliti, yaitu minimarket sama-sama
tidak mematuhi Peraturan yang telah di buat.

Ketiga, olen Ni. Komang Ayu triadi dewi universitas pendidikan ganesa bali,
dengan judul “Dampak minimarket terhadap eksistensi warung tradisional di kota
singaraja”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak minimarket terhadap
eksistensi warung tradisional dan juga mengetahui usaha-usaha yang dilakukan
warung tradisional untuk bersaing dengan minimarket di kota Singaraja. Penelitian
ini menggunakan pendekatan deskrptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa dampak minimarket terhadap eksistensi warung tradisional yaitu berkurangnya
jam buka warung, menurunya modal kerja, jumlah penjualan barang, jumlah pembeli
dan pendapatan pedagang warung-tgfgdisional,,:_-Dan'Untuk mampu mempertahankan
eksistensi dari keberadaan minimarket, pedagang warung tradisional di kota Singaraja
telah melakukan perubahan pada tampilan warung, menambah modal dan menambah
jenis barang yang dijual. Persamaan pada penelitian Ni. Komang Ayu triadi dewi
dengan peneliti terletak pada metode penelitianya yaitu sama-sama menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Namun perbedaan dalam penelitian tersebut adalah

terletak pada hasil penelitian, jika pedagang warung tradisional di kota Singaraja



mampu mempertahankan eksistensi dari keberadaan minimarket, yaitu dengan upaya
telah melakukan perubahan pada tampilan warung, menambah modal dan menambah
jenis barang yang dijual, berbeda dengan hasil yang didapat dari penelitian peneliti.
Yang mana pedagang kecil dikelurahan Sukarame tidak melakukan upaya perubahan
baik pada tampilan warung, penambahan modal ataupun penambahan jenis barang

yang dijual, justru mereka mengurangi modal dan jenis barang yang dijual.
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IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIRIAN MINIMARKET
DAN PEDAGANG KECIL

A. Pengertian Kebijakan Publik

Adapun Istilah kebijakan itu sendiri diidentikkan dengan kata dalam bahasa
Inggris ‘policy’. Kebijakan adalah prinsip-prinsip atau cara bertindak yang dipilih
guna mengarahkan pada tindakan pengambilan keputusan. Kebijakan juga bisa
diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan
cara-cara bertindak yang diproses secara terencana dan konsisten sebagai upaya
pencapaian tujuan tertentu.?’ Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas R. dye
kebijakan pemerintah adalah apapun yang diambil oleh pemerintah.?®

Ada beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Ealau dan Prewitt dan Titmuss yang dikutip oleh Suharto,
kebijakan adalah sebuah_;:lgetetapar;.:_-yang'"berlaku dengan dicirikan oleh
perilaku yang konsisten dan berulang, baik bagi pihak yang membuat
maupun pihak yang mentaatinya. Selanjutnya, kebijakan juga didefinisikan
sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan untuk diarahkan pada

tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan akan melahirkan pokok bahasan dalam

2" Edi Suharto, “Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan Sosial”,( Bandung. Refika Aditama:2010), h. 7
%8 |nu Kencana Syafiie. Ilmu Pemerintahan (Jakarta. PT Bumi Aksara: 2013), h. 355



implementasi kerja nyata bagi masyarakat yang mengarah pada satu tujuan
bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik. Namun demikian,
kebijakan dapat juga melahirkan ketidak adilan.?

2. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan
Publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan
tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a projected
program of goals, values, and practices).®

3. Menurut Supandi dan Sanusi menjelaskan bahwa kebijakan (policy)
merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara
mencapai tujuan tersebut.®

4. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu
yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang
membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

5. Sementara itu, pakar Inggris W.1. jenkins mendefinisikan kebijakan publik
sebagai “Serangkaiaft’ kepg;:usan yang saling berkaitan yang diambil oleh
seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang

telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Dimana

2% Jurnal PMI Vol. X. No. 2, Maret 2013

% Tilaar, Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2008), h. 183

! Karna Sobahi, Cucu Suhana, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan di Era
Otonom Daerah (Bandung: CV. Cakra Konfleks Bojong Malaka Indah, 2011), h. 42

%2 Dwijowiyoto, Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi (
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), h. 3



keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas
kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.”*

Adam, Hauff dan John dikutip oleh Suharto, menyatakan bahwa negara
merupakan aktor utama yang punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan
untuk menjalankan perlindungan sosial, khususnya menyangkut skema jaminan sosial
(jaminan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Kebijakan jaminan

sosial yang diberikan negara, baik yang diterapkan negara maju maupun berkembang

dapat berupa:**

a. Memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian tujuan ideal bangsa,
berupa keadilan sosial dan kebebasan individu. Sehingga keadaan tersebut
dapat mendukung kedamaian dan keamanan sosial.

b. Mampu mencegah atau memberi konpensasi terhadap dampak-dampak
negatif yang timbul dari produksi ekonomi swasta, seperti perusahaan
bisnis dan asuransi swasta.

c. Menciptakan modal manusia (human capital) dan.pra-kondisi untuk
melakukan penguatén -p:'r:gauktivi‘t;a's;é.kon'omi mikro dan makro. Oleh

karena itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan

ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan.

%% Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15

%% Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama,
2010), h. 155-156.



Dari pengertian para ahli diatas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai
keputusan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan
dari yang bersangkutan. Sebuah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa

awal, memasuki masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

B. Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Telah kita ketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa kebijakan publik
merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun
pejabat pemerintah. Permasalah kebijakan atau sering disebut sebagai implementation
gap adalah suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka akan kemungkinan
perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang
senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Hal ini
salah satunya dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan seringkali dikumpul
oleh banyak kepentingan dan harapan terutama pengaruh persepsi setting lingkungan
dimana kebijakan itu dilaksanakan.

Kebijakan dapat dimakna[ lebih sebagai proses_interaksi yang dilakukan Negara
dengan rakyat. Kebijakan publi;: rﬁgr{i‘jpakan ‘%i"(.éb'ij.éka'n yang dibuat dengan lingkup
public, yang merupakan lingkup bersama. Hal ini menggambarkan bahwa lingkup
public membutuhkan interaksi antara Negara dengan warganya dalam pengambilan
keputusan yang salah satunya terkasit masalah-masalah sosial yang ada pada
masyarakat.

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki beberapa arti, yaitu:



1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukan ke keadaan kondisi manusia yang
baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat
dan damai.

2. Dalam tujuan ekonomi, sejahtera selalu dihubungan dengan keuntungan atau
manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteran sosial (secara
formatif dan substansi bisa bermakna ekonomi kesejahteraan).

3. Dalam tinjauan kebijaksaan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk
kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah

istilah yang digunakan dalam ide Negara kesejahteraan. *

Sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita
kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. Khusus, mengenai
kebijakan publik yang berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan
masyarakat, maka harus dimaknai dalam dua pokok, yaitu memecahkan masalah
kesejahteraan masyarakat dan memeuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan
public dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai

berikut:

a. Mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan masyarakat.
b. Memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat.

c. Merumuskan kesejahteraan public untuk kesejahteraan masyarakat.

% Agus Suryono, Kebijaan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat (Universitas Brawijaya:
Jurnal Ilmiah llmu Administrasi ISSN, 2014), h.99



d. Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan.

Dalam kaitan ini, tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan
atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diinginkan
(misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau petologis yang
mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan mengandung arti
menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya
masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan atau
pengembangan.

Secara lebih rinci, tujuan-tujuan kebijakan publik yang berkaitan dengan
kesejahteraan masyarakat adalah:

1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang

ada dimasyarakat.

2) Memenuhi  kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau
masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan
harus melalui tindakan kolektif.

3) Meningkatkan hubungan int;.‘g_sosial dengan mengurangi kedisfungsian sosial
individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal
maupun eksternal-struktural.

4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi
pelaksaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat

sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.



5) Menggali, mengalokasikan dan  mengembangkan  sumber-sumber
kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial.

Adapun untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan kesejahteraan masyarakat,
terdapat beberapa perangkat dan mekanisme kemasayarakatan yang perlu diubah,
antara lain menyangkut pengembangan sumber-sumber, pengalokasian stastus, dan
pendistribusian hak.

Pengembangan sumber-sumber meliputi pembuatan keputusan-keputusan
masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas
dan kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam
masyarakat. Kemudian, pengalokasian status menyangkut peningkatan dan perluasan
akses serta keterbukaan criteria dalam menentukan akses tersebut bagi seluruh
anggota masyarakat. Kebijakan kesejahteraan rakyat harus memiliki efek dalam
penghilangkan segala bentuk diskrimanasi. Kebijakan sosial harus mendorong bahwa
semua anggota msyarakat memiliki kesempatan yang sama.

Sedangkan pendistribusian -ha_k men.gznjukr'kepada perluasan kesempatan
individu dan kelompok dalam mengontrol sumber-sumber material maupun non-
material. Ketiga aspek tersebut pada umumnya merupakan kerangka acuan
pemerintah dalam menentukan tujuan kebijakan publik berkaitan kesejahteraan
masyarakat. Lebih jelasnya, bahwa kebijakan kesejahteraan masyarakat harus
memperhatikan distribusi barang dan pelayanan, kesempatan, dan kekuasaan yang

lebih luas, adil dan merata bagi segenap warga masyarakat.



Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan kebijakan
publik yang berkaitan denga kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu
sistem kebijakan pemerintah yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan
lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu dan mendorong individu-
individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat agar dapat mencapai tingkat
hidup yang maksimal. Dengan maksud agar tercipta hubungan-hubungan personal
dan sosial yang memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk
mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan
kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan.

Untuk itu perlu diidentifikasitiga elemen pokok, yaitu 1) sejauh mana masalah-
masalah sosial ini diatur; 2) sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi; 3) sejauh
mana kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dapat
disediakan atau di fasilitasi. Dengan demikian, esensi dari kebijakan public untuk
kesejahteraan masyarakat, tidak lain tertumpu dan bertumpu pada sila kelima
pancasila sebagai landasan ideologi Negara Kesatuan RI, yaitu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

C. Fungsi Kebijakan Publik terhadap keberdayaan pedagang Kecil
Fungsi secara bahasa adalah kegunaan suatu hal.*® Sedangkan secara istilah

adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan tugas seseorang dan dibuat untuk

% Zainini Muchtarom, Dasar-dasar Menejemen Dakwah, Edisi 1 (Yogyakarta: Al-Amin
Press, 1996), h. 23



dasar tugas yang nyata yang dilakukan oleh seseorang tersebut.®’ Seorang pemerintah
mempunyai peranan sangat penting dalam kemajuan Negara dan rakyatnya. Adapun
fungsi dari pemeritah adalah mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan
dalam bentuk undang-undang, peratura pemerintah, dan peraturan lainya. Maksud
dari fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga, dan pertumbuhan Negara sesuai
dengan yang diinginkan.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya juga berfungsi pada
pemberdayaan masyarakat (fungsi sekunder). Secara etimologis pemberdayaan
berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan juga
dimaknai sebagai proses untuk mendapatkan daya, kekuatan atau kemampuan, dan
atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari puhak yang memiliki daya
kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.®

Teori pemberdayaan masyarakat searah dengan ungkapan Subejo dan
Supriyanto, memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja
untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan
mengelola sumber daya lokal yang-jﬁimilki melaluieolektif action dan networking
sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara
ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat
dengan sustainable development bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu

prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa warga

37 Hendro Puspito, Sosiolgi Sistematika Pedoma Majlis Ta’lim (Yogyakarta: Kanisus, 1989),
h. 182
%8 Sulistiyani, Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Grafindo, 2004), Cet Ke-1, h. 122



masyarakat menuju suatu kelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang
dinamik. Lingkungan strategi yang dimiliki oleh warga masyarakat lokal antara lain
mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.*

Secara esensial, pemberdayaan menurut Saraka, memiliki dua ciri, yaitu : 1)
sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat
berpartisipasi secara kolektif dan pembangunan. 2) pemberdayaan merupakan proses
pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan
pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

Sudrajat mengemukakan bahwa pemberdayaan itu akan menghasilkan
masyarakat yang dinamik dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh
adanya motivasi intrinsik dalam diri mereka. Lebih lanjut Sudrajat menyatakan
bahwa, pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan
pribadi manusia, upaya ini meliputi:

1. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran dan potensinya dan
menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang;
2.  Memperkuat daya, potefsi yang dimilil,gi_-ﬂengan langkah-langkah positif;
3. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses peluang beradaptasi.
Effendi mengemukakan: “pemberdayaan masyarakat mengandung makna tiga
pengertian yaitu enabling, empowering dan maintaining.” Dengan penjelasan sebagai

berikut:

39Supriyanto, Evaluasi Pelaksaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program
Pengembangan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau (Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-2014), h. 41.
Diakses pada tanggal 30 April 2017



a. Enabling, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong
berkembangnya potensi masyarakat. Tujuanya agar masyarakat yang
bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang bersinambungan.

b. Empowering, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh
masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan
cara meningkatkan skill dan kemampuan managerial.

c. Maintaining, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif,
potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan
secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.*

Menurut Pambudi bahwa sedikitnya ada 5 masalah utama mengapa masyarakat
diberdayakan yaitu:

1. Keterbatasan kesejahteraan.

2. Keterbatasan akses terhadap sumber daya.

3. keterbatasan kesadaran.

4. keterbatasan partisipasi.

Searah ungkapan Garna: .-j-,{qahwa .;,.,l:gonsep')‘- pemberdayaaan masyarakat
merupakan respons Kritis terhadap pola pembangunan yang sentralistik dan seragam
tersebut. Sebagai sebuah konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya berakar pada
paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia atau people centerd
development seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Berbagai ciri dari

pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas itu, secara substansial

0 R. Effendi, Pungawa dan Pajama (Ujungpandang: PLPIIS Unhas, 2002), h. 314-315



diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan kemampuan masyarakat pada
pemerintah, sehingga kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
dapat tercipta secara kokoh. Dari sisi lain pula, melalui pendekatan pembangunan ini
akan menjamin tumbuhnya self sustaining capacity masyarakat menuju suistainable
development.*!

Mengacu kepada pemikiran tersebut upaya pemberdayaan haruslah dilakukan
melalui pandangan yang mendasar, yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dalam perkembanganya, konsep
pranata lokal itu kemudian dipahami juga sebagai modal sosial (social capital), yang
terutama merujuk kepada pranta lokal yang positif. Modal sosial merupakan konsep
yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi
kebutuhan hidup dan membina memelihara integrasi sosial.

Dalam pemberadayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar
dari perangkat pemerintah daerah serta pihak untuk memberikan kesempatan dan
menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Karena ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengar.-,t{_\_. konsep,,:_-;_mengenai kekuasaan. Illmu sosial
Tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control.*

Tujua utama dalam pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat,

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak keberdayaan, baik karena kondisi

* Judistira K. Garna, Teori Sosial Pembangunan Il (Bandung: CV. Primako akademika,
2009), h. 114

*2 Edi Suharto, Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat (Bandung. Refika
Aditaman:2010), Cet-ke 4, h. 58



internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun eksternal (misalnya ditindas dari
struktur sosial yang tidak adil). Pemberdayaan dalam hal ini berkaitan dengan
pemberdayaan terhadap pedagang kecil. Untuk keberdayaan pedagang Kkecil,
Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis
melalui berbagai kebijaksanaan dan perangkat undang-undang yang mempunyai
fungsi sebagai berikut:
1) Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai pengaturan.

Pemerintah membuat kebijakan guna untuk mengatur khususnya pada arus

usaha masyarakat. Misalkan dalam pemberian izin usaha, pemerintah harus

mampu membatasi jumlah usaha menengah keatas untuk melindungi

pedagang kecil.

2) Kebijakan pemerintah berfungsi untuk mewujudkan kemitraan.

Terciptanya kemitraan, dan modernisasi dunia usaha terutama usaha kecil dan

menengah yang terarah pada _peningkatan mutu dan efesiensi serta

produktifitas usaha sangat penting. Dalam upaya mengembangkan kemitaraan

usaha yang saling meng’untuag_kan an.tg_r,a-uséha besar, menengah, dan kecil,

peranan pemerintah ditunjukan kearah pertumbuhan yang serasi.

Untuk mendorong terjadinya kemitraan antara usaha besar, menengah, dan

kecil dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa, dan dalam berbagai

kegiatan ekonomi dan pembangunan lainya, serta pengintegrasian usaha kecil

kedalam sektor modern dalam ekonomi nasional, maka dalam proses tersebut

harus ada kepastian kebijakan terhadap terjalinya sutau kemitraan tersebut.



3) Kebijakan pemerintah berfungsi untuk melindungi pedagang kecil.
Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk tujuan pembangunan ekonomi
biasanya mengorbankan pedagang kecil. Pembangunan merupakan upaya
pemerintah dalam mewujudkan kehidupan yang modern. Tetapi sayangnya,
pembangunan itu pada akhirnya menguntungkan sebelah pihak. Oleh sebab
itu, pemerintah harus mampu melindungi para pedagang kecil agar mereka
tetap mampu bertahan ditengah-tengah bangunan-bangunan komersil (toko-
toko modern).
4) Kebijakan pemerintah sebagai fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah
dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
Dari fungsi-fungsi diatas, maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keberdayaan pedagang kecil.
Pedagang kecil harus diutamakan kesejahteraanya dalam suatu pembangunan baik

pembangunan ekonomi maupun sosial.

D.  KebijakanPemerintah Mengenai Prosedur I_Duendirian Minimarket
Minimarket dalam per.atu-rg'r{i\: peru‘;r:'i.c-lféhé;ur'wdangan termasuk  kedalam

pengertian toko modern. Pengertian toko modern menurut pasal 1Perpres no 112

tahun 2007 adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis

barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store,



hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.** Minimarket juga dapat
diartikan sebagai sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang
kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan
cara swalayan.**

Sedangkan menurut Gilbert, retail modern adalah semua usaha bisnis yang
secara langsung mengarahkan kemampuan pemasaranya untuk memuaskan
konsumen akhir berdasarkan penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi.
Perbedaan minimarket dengan pasar tradisional adalah system pada minimarket
penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli membuat
label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan
pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh Pramuniaga.

Barang-barang yang di jual di minimarket relative barang-barang yang bermutu
tinggi, dengan harga pasti, harga yang bersaing, dan kadang-kadang ditawarkan
diskon barongan. Terlebih lagi mereka menawarkan aneka pilihan pembayaran, mulai
dari tunai dan kartu kredit hingga pendanaan untuk barang-barang yang lebih besar.
Tempat pembelanjaan juga ténang-,:{_\bersih,..,gan memiliki fasilitas yang berfungsi
dengan baik, seperti toilet dan tempat makan.

Berkaitan dengan Peraturan mengenai toko modern/minimarket diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

3 pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

* Perwali Bandar Lampung Nomor 89 tahun 2011 tentang “Persyaratan dan Penataan
Minimarket Kota Bandar Lampung” pada BAB | Pasal 1



Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimana pendirianya harus
mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang
kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah yang
memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha. Lebih lanjut, terkait dengan

zonasi pasar tradisional, Pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa:

a. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah
yang ada di wilayah yang bersangkutan.

b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah
ada sebelumnya.

c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 unit
kendaraan roda 4 untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai
penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.

d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern

yang bersih, sehat, nyaman, tertib dan aman.

Kemudian, Pengaturan lokasi minimarket tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa minimarket

boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan



lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam
kota/perkotaan. Artinya, minimarketbisa membuka gerai dipemukiman warga.*®
Selain Perpres di atas, untuk menegaskan peraturan tersebut, pemerintah
kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Mentri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Mentri Perdagangan tersebut untuk
mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian dalam pasal 3
ayat (3) menyebutkan pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta
jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
i. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah
sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
ii. Potensi ekonomi daerah setempat;
iii.  Aksesibilitas wilayah (arus laluntas);
iv. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
v. Perkembangan pemukiman baru;
vi. Pola kehidupan masyarakat-seigmpat;
vii. Jam kerja toko modern dan sinergi tidak mematikan usaha toko eceran

tradisional disekitarnya.*®

** Peraturan mengenai toko modern/minimarket diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern.

“® peraturan Mentri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



Sedangkan Pedagang diartikan sebagai orang atau badan membeli, menerima,
atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual. Definisi pedaga kecil
oleh departemen perindustrian dan Perdagangan yaitu usaha yang bergerak dibidang
perdangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80 juta.*’
Pedagang kecil dapat diartikan sebagai toko/warung yang menyediakan kebutuhan
rumah tangga, seperti Sembilan bahan pokok (sembako), makanan dan barang rumah
tangga. Pedagang kecil ditemukan berdampingan dengan pemilik rumah yang tidak
jauh dengan masyarakat seperti perkampungan, perumahan, dan yang sering ditemui

di dalam gang.

1) Perilaku belanja konsumen

Masyarakat merupakan konsumen memenuhi kebutuhannya dengan
melakukan transaksi jual beli baik dipasar tradisional maupun di toko modern
untuk dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya. Don Slater yang dikutip oleh
Damsar menyatakan bahwa konsumsi selalu dan di manapun dipandang sebagai
suatu proses:budaya. Konsumsi benda-benda tidak hanya sekedar memenuhi
kebutuhan fisik-biologis S(’e.mét'g'\f""tetapi juga be.}kaitan dengan manfaat benda-
benda atau objek-objek secara sosial budaya.

Sedangkan Lury yang dikutip oleh Damsar berpendapat bahwa “Kehidupan
sosial memerlukan benda-benda karena melalui perolehan, penggunaan, dan

pertukaran benda-benda, individu-induvidu kemudian memiliki kehidupan

*" Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009), h. 43



sosial.*® Dengan kata lain, kehidupan sosial individu-individu tidak terlepas dari
hubungan dengan benda-benda yang diberi nilai pemaknaannya.” Dalam hal ini
terdapat beberapa hal penting dalam pemaknaan sosial terhadap konsumsi benda-
benda kehidupan sosial, yaitu:
1) Konsumsi sebagai pembeda antara kehidupan profan dan kehidupan suci
2) Konsumsi sebagai identitas

3) Konsumsi sebagai stratifikasi sosial*®

Selain itu menurut Swastha dan Handoko perilaku konsumen adalah
kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat menggunakan dan
mendapatkan barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan
keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.*

Sementara itu Sitaresmi mengemukakan bahwa “Perilaku konsumen adalah
proses pengambilan keputusan konsumen dalam rangka konsumsi. Konsumsi
sendiri merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu
barang. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu
tingkat konsumsi seseoraﬁg juga dipeng}"'a'-r;l}h.i'(.)uléh beberapa faktor antara lain:

selera, tingkat pendapatan, tingkat harga, teknologi dan tingkat kebutuhan.

8 Febrina Ida Sulistiyawati, Pengaruh Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Tentang
Penataan Toko Modern dan Perilaku Belanja Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional
(Yogyakarta: Universitas Negeri, 2013), h. 31

*’ Damsar, Metode Pengantar Sosiologi Ekonomi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), h.126

%0 swawtha dan Handoko, Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen (Yogyakarta:
BPFE, 2000), h. 10



Dari berbagai pendapat diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan
bahwa perilaku belanja masyarakat merupakan perilaku konsumen yang
membeli barang dari penjual ataupun produsen untuk memenuhi kebutuhan dan
kelangsungan hidupnya. Sedangkan perilaku konsumen itu sendiri adalah

perilaku atau tindakan-tindakan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2) Karakteristik budaya konsumen

Dalam setiap lingkungan sosial selalu terdapat karakteristik budaya yang
akan mempengaruhinya, seperti halnya dengan lingkungan sosial konsumen,
tentu saja akan ada karakteristik budaya yang mempengaruhi setiap tindakan
yang dilakukan oleh konsumen. Don Slater yang dikutip oleh Damsar
mengidentifikasikan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh budaya

konsumen®!, yaitu antara lain :

a. Budaya konsumen merupakan suatu budaya dari konsumsi.

b."Budaya konsumen sebagai budaya dari masyarakat pasar.

c. Budaya konsumen adala_r;:::s\__e:cara pgi_@gip, universal dan impersonal.

d. Budaya konsumen merupékan media bagi hak istimewa dari identitas dan
status dalam masyarakat pasca-tradisional.

e. Budaya konsumen merepresentasikan pentingnya budaya dalam
penggunaan kekuatan modern.

f. Kebutuhan konsumen secara prinsip tidak terbatas dan tidak terpuaskan.

> Damsar.op cith, h. 134



Karakteristik budaya konsumen menurut Don Slater jika dipahami maka
intinya merupakan hal yang dimiliki oleh setiap konsumen. Individu dalam
memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu budaya konsumen tersebut juga dapat
berpengaruh secara universal karena segala tindakan mereka akan mempengaruhi

pasar yang merupakan tempat berkembangnya peradaban.

3) Keputusan pembelian konsumen

Keputusan pembelian konsumen dilakukan konsumen atasdasar
pertimbangan pertimbangan yang telah dilakukan oleh sebelumnya. Erna
Ferrinadewi mengemukakan bahwa “Keputusan pembelian konsumen didasarkan
pada faktor-faktor yang menurut mereka penting. Semakin banyak faktor yang
dinilai penting maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek yang
bernilai.”®

Swastha mengungkapkan proses pengambilan keputusan untuk membeli

merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 tahap,> yaitu :

1) Menganalisa atau penge_nal'afr_l\_‘kebutuh.an ‘d_an, keinginan. Yaitu menganalisis
mana kebutuhan yang mende;;k dan yf;l'g dapat ditunda.

2) Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber. Hal ini berkaitan dengan
waktu, jumlah orang yang menyediakannya/penjual, uang yang dimiliki serta

keinginan konsumen tersebut.

>2 Erna Ferrinadewi. Merek dan Psikologi Konsumen. (Yogyakarta. Graha Ilmu: 2008), h.
169

%% Swawtha dan Handoko. Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen. (Yogyakarta.
BPFE: 2000), h. 120-122



3)

4)

5)

Penilaian seleksi terhadap alternatif pembelian. Tahap ini meliputi dua tahap,
yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi
terhadap alternative pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya.

Keputusan untuk membeli. Merupakan proses pembelian nyata, konsumen
harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak.

Perilaku setelah membeli. Bagi pemasar, perasaan dan perilaku sesudah
pembelian penting karena mempengaruhi penjualan ulang dan juga
mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain tentang produk

tersebut.

Tahap-tahap pengambilan keputusan pembelian menurut Swastha
merupakan hal yang sesuai dengan kenyataan yang biasa terjadi pada
konsumen. Konsumen terbiasa mengambil keputusan dengan cara seperti itu,
mereka akan menganalisis sesuai dengan kebutuhannya, mencari informasi,
melakukan penilaian terhadap produk, mengambil keputusan dan terakhir
dilakukan'dengan pembelian barang yang dinginkan dan dibutuhkan tersebut.

Tugas dari pemeri’htaﬁi'\""é{dalah ';i'J‘r-:ithkrud'apat menciptakan ketertiban,
melindungi masyarakat, serta mampu mengakomodir segala masukan-masukan
masyarakat untuk dapat menciptakan mensejahterakan masyarakat. Untuk dapat
melakukan semua tugasnya itu dengan baik maka pemerintah kemudian
membuat berbagai kebijakan untuk masyarakat yang biasa disebut sebagai

Kebijakan Publik.



E. Implementasi Kebijakan Publik

Melaksanakan kebijakan atau yang sering disebut dengan implementasi
kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan,
bahkan lebih penting dari formulasi kebijakan. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan
tidak akan berguna atau tidak akan memberikan dampak apapun kepada kelompok
sasaran apabila sebuah kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Selain itu pada
proses inilah sebuah kebijakan secara menyeluruh dapat dilihat tingkat keberhasilan
atau kegagalannya untuk mencapai tujuan.

Adapun arti dari implementasi itu sendiri menurut Daniel A. Mazmanian Paul
Zabatier adalah “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijakan yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah disahkanya
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.”54

Pengertian implementasi'juga-;giapat dikatakan-sebagai aktivitas atau usaha-
usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan
dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakanya, dimana tempat pelaksanaanya, kapan waktu pelakasanaannya

dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Sebuah implementasi kebijakan dapat

** Solichin Abdul Wahab, Analisis kKebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara. Edisi kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 65



dikatakan sebagai pelaksanaan kebijakan, hal ini didukung oleh pernyataan dari Chief
J. O. Udoji yaitu :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh
lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijaka-kebijakan hanya akan sekedar
berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan.”55

Sedangkan Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-
kelompok pemerintah maupun suwasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.*®

Micahel Howled dan M. Ramesh dalam buku Subarsono mengatakan bahwa
“implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai
hasil”.*’

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari
tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil
kegiatan. Sehingga dapat disim’pulka,t,r;}_. bahwa.,,,j_mplefhentasi merupakan suatu proses
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan,
sehingga sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

*® |eo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 140

*® Budi winarno, kebijakan publik teori dan proses (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), h.
102

*" Subarsono, AG, analisis kebijakan publik:konsep, teori dan aplikasi (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), h. 13



dapat diukur atau dilihat dari proses atau pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu

tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

F.  Sistem Persaingan perspektif Teori Sosiologi dan perspektif Islam

1)  Teori Modernisasi

Modernisasi diartikan sebagai proses transpormasi. Dalam rangka
mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus
diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Sebagaimana
Haltingtong menyatakan, bahwa teori modernisasi melihat “modern” dan
“tradisional” sebagai dua konsep yang pada dasarnya bertentangan.58

Suaru perangkat asumsi teori modernisasi berasal dari konsep-konsep dan
metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan
sosial pada merupakan gerakan searah, linier, progresif dan perlahan-lahan,
yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih
maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa.
Dibangun dengan premis’yang seperti ini, para_luteoretisi perspektif modernisasi
secara emplisit membangu.n kerangka teorl dan tésisnya dengan ciri-ciri sebagai
berikut:
a.  Modernisasi merupakan proses tahapan. Teori Rostow misalnya,

membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dilalui

oleh setiap masyarakat. Masyarakat semula berada pada tatanan yang

%8 Suwarsono, Perubahan Sosial dan Pembanguan (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,
1994),23



premitif dan sederhana menuju dan berakhir pada tatanan yang maju dan
kompleks.

Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi. Dalam
hal ini, dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan
tendensi dan struktur serupa.

Modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya, sebagai proses
Eropanisasi atau Amerikanisasi, atau yang lebih dikenal dengan istilah
bahwa modernisasi sama dengan barat.

Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
Proses modernisasi tidak bisa dihentikan, ketika ia sudah mulai berjalan.
Dengan kata lain, ketika telah terjadi kontak antara dunia ketiga dengan
dengan negara Barat, negara Dunia Ketiga tidak akan mampu untuk
menolak melakukan upaya modernisasi.

Modernisasi merupakan perubahan. progresif. Sekalipun akibat samping
maupun korban modernisasi beraneka macam dan terkadang berada diluar
batas-batas nilai kémang§iaan d.qr_l;“uni'\‘/ersal. Dalam jangka panjang,
modernisasi tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang pasti terjadi,
tetapi modernisasi dilihat sebagai sesuatu yang diperlukan dan

diinginkan.



f. Modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai

proses evolusioner, dan bukan perubahan revolusioner.*®

2)  Sistem Kapitalisme

Konteks dunia dan peradaban manusia dimana pembangunan ekonomi,
sosial, budaya dan politik beroperasi telah dan tengah berubah secara dramatis
dewasa ini. Menurut Mayo, perubahan-perubahan tersebut sangat dipengaruhi
oleh proses globalisasi, dimana masyarakat industri modern sedang berada
dalam masa perubahan atau transisi dalam skala global.®® Selain itu, perubahan-
perubahan itu dipengaruhi terutama oleh menguatnya sistem ekonomi-politik
kapitalis yang berporos pada ideologi neoliberalisme. Kapitalisme yang
mengedepankan demokrasi liberal, hak azasi manusia dan ekonomi pasar bebas,
kini bukan saja merasuki hampir seluruh pendekatan pembangunan, melainkan
pula telah ditengarai menjadi pandangan hidup universal seluruh bangsa
manusia. Hal ini bersimbol bahwa hanyalah kapitalisme sajalah kebahagiaan
dan kesejahteraan umat manusia dapat terqapai._ e

Adam Smith, yang dlsebut sebglc.];i' bapak kapitalisme, pertama kali
menguraikan konsep kapitalisme didalam bukunya yang berjudul the wealth of
nations yang diterbitkan pada tahun 1776 sistem ekonomi kapitalistik berhasil
mengalahkan semua pesaingnya. Smith juga yakin bahwa perekonomian akan

paling baik ialah yang diatur oleh tangan persaingan yang tak terlihat, yaitu

*° |bid, h, 21-22
8 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 45



pertempuran diantara dua usaha untuk mendapatkan suatu pengakuan
konsumen. Smith juga berpendapat bahwa persaingan diantara perusahaan akan
dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga
yang terbaik.”

Dahulu, di dalam dunia perdagangan, usaha kecil merupakan sektor usaha
yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini layak
diterima usaha kecil karena peranannya yang sangat dominan dalam
pembangunan nasional Indonesia. Pada saat krisis moneter akhir tahun 1997
banyak usaha besar jatuh bergelimpangan. Sebaliknya ternyata usaha kecil
mampu bertahan ditengah-tengah situasi yang sangat tidak kondusif.

Namun, setelah kepitalisme memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi,
kini semakin banyak pengamat yang menggugat apakah sistem yang didasari
persaingan pasar bebas ini mampu menjawab berbagai permasalah nasional
maupun global. Sejarah juga menunjukan bahwa kapitalisme bukanlah piranti
paripurna yang tanpa masalah. Selain gagasan itu menyesatkan, terdapat banyak
agenda pembangunan yafg tidajg mengalirfjernih dalam arus sungai kapitalise.
Masalah seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya
kesenjangan sosila, meroketnya pengangguran, dan merebaknya pelanggaran
HAM serta berbagai masalah degradasi moral lainya ditengarai sebagai dampak

langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sistem ekonomi kapitalis.

®! Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern (Yogyakarta:
AR-RUZZ MEDIA, 2012), h. 268



3)  Prinsip Etika Bisnis Islam

Pembahasan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis islam menurut
Muhammad dan Lugman Fauroni dalam bukunya “visi Al-qur’an tentang etika
bisnis islam” menjelaskan bahwa aspek dalam ekonomi dan bisnis secara
normatif dan sederhana telah dijelaskan didalam Al-Qur’an, Al-Quran telah
menawarkan prinsip keadilan dan kesucian dalam tiga aspek sekaligus antara
lain, pertama, melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang haram;
kedua, terlarang dalam proses memperoleh atau mengelola dan
mengembangkanya; ketiga, terlarang pada dampak pengelolaan dan
pengembangannya jika merugikan pihak lain. Syeh Nawab Haidar Nagyi
memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu:
a. Tauhid

Merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia,
termasuk kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai mahluk yang
bertuhan, dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak dapat terlepas dari
pengamatan tuhan, dan dalam .r.gpgka mg._!gksanékan perintah tuhan.
b. Keseimbangan dan keadilan

Berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan
berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Konsep
keseimbangan merupakan karakteristik ekonomi islam. Karena Allah telah
menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud keseimbangan

kepemilikan manusia adalah adanya kepemilian public sebagai penyeimbang



kepemilikan individu. Kepemilikan public merupakan kepemilikan secara asal
telah ditentukan oleh syari’ah.

Asas dan pijakan kepemilikan public adalah kemaslahatan bersama.
Segala komoditas dan jasa yang dapat menjaga keseimbangan dan
kemaslahatan bersamamerupakan barang public yang tidak boleh dimiliki
secara individu. Kepemilikan barang public ini dapat didelegasikan kepada
pemerintah ataupun instansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah dan
tanggung jawab yang dapat dibenarkan oleh syari’ah.62

Sedangkan keadilan, Keadilan dalam Al-Qur’an disebutkan lebih dari
seribu Kkali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan, nilai keadilan sangat
penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan
ekonomi. Untuk, itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi
seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Prinsip
keadilan “ menuntut memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. %
Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi. Hal ini
dapat ditangkap dalam pesan{;%_lqur’an.,;,’yang menjadikan adil sebagai tujuan
agama sama.

Tidak Cuma itu, adil juga merupakan salah satu asma allah. Kebalikan

sifat adil adalaha zhalim. Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan

untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus

®2 |smail Nawawi, Ekonomi Islam:Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum (Surabaya: CV.
Putra Media Nusantara, 2009), h. 87
* Ibid, h. 95



diterima oleh pihak itu. Sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang
sam untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpamengalami rintagan atau
paksaan. Dengan kata lain, adil adalah kesadaran member dan menerima selaras
dengan hak dan kewajibanya.

Dalam hal ini, adil dalam hakikatnya adalah bahwa seseorang
memberikan pada diri dan orang lain apa yang menjadi haknya karena pada
hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia. Wujud keadilan dalam
ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar,
keadilan distributive, keadilan sosial dan keadilan hukum.

c. Kebebasan

Berarti bahwa manusia sebagai individu dan Kkolektivitas, punya
kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan bisnis. Kebebasan berekonomi
dibedakan menjadi dua hal, yaitu: 1) kebebasan eksitensi yang berkaitan dengan
kemampuan seseorang untuk menentukan tindakan sendiri yang berfokus pada
penentuan untuk apa bukan dari apa. Kebebasan ini berwujud dan disengaja. 2)
Kebebasan sosial yang ménekagkan kebgbasah" dari apa atau siapa. Kebebasan
berwujud negative karena seseorang disebut bebas apabila kemungkinan-
kemaungkinannya bertindak tidak dibatasi oleh orang lain.®*

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan
ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu

masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekeayaan.

% bid, h. 85



Realitasnya, konsep kebebasan tersebut menimbulkan kekacauan bagi proses
distribusi income (pendapatan) dan kekayaan. Selain itu, sistem tersebut secara
otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu pemilik
modal dan para pekerja. Dalam konsep sosialisme, masyarakat tidak memiliki
kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan
individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam

kesepakatan perdagangan.



BAB I11

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIRIAN MINIMARKET
TERHADAP PEDAGANG KECIL DI KELURAHAN SUKARAME

A. Sejarah Kelurahan Sukarame

Pada zaman penjajahan Belanda kelurahan Sukarame | merupakan bagian dari
kelurahan Sukabumi yang sebagian besar arealnya atau tanahnya termasuk Hak Guna
Usaha (HGU) perkebunan asing Belanda. Ketika Jepang ke Indonesia, perkebunan
karet tersebut dibumi hanguskan oleh jepang untuk diperguanakan tanaman padi
rakyat yang kemudian oleh penggarap areal tanah tersebut dijadikan tempat
pemukiman dan perladangan hingga sekarang.®

Sebutan Sukarame sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda karena secara
rutin setiap hari minggu para buruh atau pekerja bangunan menerima gajih atau upah
dan selalu ramai dengan berbagai‘jenis hiburan rakyat atau tontonan, maka diberilah
julukan Sukarame. Pada masa pemep;[]_tah Belgngja sekitar 1933 Sukarame merupakan
penduduk Sukabumi dengan Kepala‘ Kampuhg Muhammad Nawi, dan kemudian
terjadilah penggantian jabatan Kepala Kampung melalui pemilihan dan dimenangkan
oleh saudara Kromotikno. Dan semenjak Kepala Kampung Kromotikno memimpin

pemerintahan maka Sukarame menjadi pusat pemerintahan dengan nama kampung

%5 Bapak Anwar AR Lurah Sukarame. Wawancara. Pada tanggal 22 April 2016



Sukarame dan Sukabumi menjadi penduduknya. ®® Berdasarkan surat keputusan
Residen Lampung Nomor: 35/0/tanggal 19 Maret 1959 kampung Sukabumi dan
Sukarame berdiri sendiri dengan kepala pemerintahan masing-masing di kepalai oleh
Hasanuddin sebagai kepala kampung Sukabumi dan M. Djamsari sebagai kepala
kampung Sukarame. Menjelang meletusnya G.30 S.PKI kampung Sukarame dipecah
menjadi dua kampung susukan, yaitu kampung susukan Way Dadi dan kampung
susukan Way Huwi yang masing-masing susukan dikepalai oleh kepala susukan.
Kemudian sesudah meletusnya G.30 S.PKI tahun 1965 kepala susukan Way Dadi
terlibat G.30 S.PKI dan oleh pemerintah daerah tingkat Il Lampung Selatan
dibubarkan dan digabungkan kembali dengan kampung Sukarame, sedangkan

kampung Way Huwi tetap berdiri sendiri.’

B. Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Sukarame

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Kotamadya
Daerah Tingkat Il Bandar Lampung, Kelurahan Sukarame menjadi Kelurahan
Sukarame | yang merupaka pusat pemerintahan kecamatan Sukarame pada waktu itu
revormasi dalam tubuh Sukaraﬁe pun dibuat‘%"’g':]}dhér uﬁtuk menentukan batasan yang

nyata dari wilayah dan atas kepemimpinan dari wilayah tersebut, yang pada saat itu

®® Dokumen Sejarah Kelurahan Sukarame. Di catat pada tanggal 22 April 2017
%7 Dokumen Sejarah Kelurahan Sukarame. Di catat pada tanggal 22 April 2017



Kepala Desa sudah berubah sebutanya menjadi Kepala Kelurahan. ®® Kepala

Kelurahan Sukarame pada periode 2017 ini di pimpin oleh Bapak Anwar AR.%

C. Gambaran Wilayah Kelurahan Sukarame
Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan didalam sejarah, yang
menyebutkan batasan pada Kelurahan Sukarame, Hingga kini wilayah tersebut telah
memiliki wilayah administratif yang jelas, sehingga kepala pemerintahan di
wilayahan Kelurahan Sukarame tersebut tidak perlu mencari solusi atau konflik
mengenai batasan wilayah/peta administratif atas wilayah kelurahan yang lain.
Berikut adalah batasan wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung:
1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kelurahan Harapan Jaya
2. Sebelah Selatan: Berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukabumi
3. Sebelah Timur: Berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan
4. Sebelah Barat: Berbatasan langsung dengan Kelurahan Gunung Sulah
Luas wilayah Kelurahan’Sukarame berdasark_gn peta_administratif kelurahan
tersebut mempunyai luas Wilay.alh--l";‘\ég Ha, hamplr késeluruhanya digunakan untuk
pemukiman penduduk. Secara geografis wilayah kelurahan Sukarame ini adalah

wilayah pinggiran kota Bandar Lampung.™

% Dokumen Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Sukarame. Di catat pada tanggal 22 April
2017

% |bu Lailani Sekertaris Lurah Sukarame, Wawancara. Pada tanggal 22 April 2017

7 Dokumen Batas Wilayah Kelurahan Sukarame. Di catat pada tanggal 22 April 2017



Tetapi, sebenarnya jarak antara Kelurahan Sukarame dengan pusat kota hanya
berjarak 2 km (kilometer) dengan jarak tempuh waktu secara normal adalah lima
belas menit perjalanan. Oleh karena itu mobilitas di wilayah ini sangat tinggi
khususnya mobilitas masyarakat kepusat kota. Berikut peta jarak atau orbitasi dari
kelurahan Sukarame kota Bandar Lampung™:

2 Km atau

Kelurahan Sukarame Pusat Kota Lampung

15 menit per ja
Kecamatan Sukarame

Kota Bandar Lampung \

Kabupaten Terdekat

5 Km atau 1 jam perjalanan

D. Populasi Penduduk Wilayah Kelurahan Sukarame

Di Kelurahan Sukarame ini terbagi menjadi 2 lingkungan, lingkungan | yang
terdiri dari 23’ RT dengan jumlah KK di bulan Maret 2017 ini berjumlah 2.592 KK,
sedangkan lingkungan 2 terdiri dari 10 RT memiliki jumlah KK di bulan Maret 2017
ini berjumlah 3.998 KK." :

Populasi penduduk yang mencapai 21.386 jiwa membuat wilayah ini termasuk
kedalam wilayah yang padat penduduk, sebab perbandingan jumlah penduduk yang
berjumlah 21.386 orang dengan luas wilayah 188 Ha menempatkan wilayah ini

sebagai wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya cukup tinggi. Apabila dilihat

! Peta Orbitasi Kelurahan sukarame. Di catat pada tanggal 22 April 2017
"2 Dokumen Kelurahan Sukarame, Laporan kependudukan triwulan periode 2017. Di catat
pada tanggal 19 Mei 2017



berdasarkan golongan umur, angka disetiap golongan umur tidak ada yang berjumlah

dibawah 1000 jiwa. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Rincian Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2017
No Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0-5 Tahun 694 6.736 7,430
2 6-17 Tahun 1.606 1.621 3.227°
3 18-24 Tahun 859 1.032 1.885
4 25 Tahun Keatas 4.502 4.342 8.844
Jumlah 7.661 7.731 21.386

Sumber data : Laporan kependudukan Triwulan Kelurahan Sukarame periode 2017

Tingginya angka golongan umur nol sampai 4 tahun menggambarkan bahwa
angka kelahiran di wilayah ini cukup tinggi, hal ini dapat menjadi faktor yang
mendorong pertambahan penduduk di wilayah Kelurahan Sukarame secara
signifikan.” Sedangkan penduduk pada ‘golongan usia muda yaitu 17-24 tahun,
jumlahnya dapat bertambah setiap pg{‘i__ode engn,}_bulan sekali. Hal ini dikarenakan di
wilayah kelurahan Sukarame terdépat bet;erapa rumah kontrakan, mayoritas

penghuninya adalah mahasiswa/i yang menetap sementara untuk kuliah.

E. Daftar Mata Pencaharian Penduduk di Wilayah Kelurahan Sukarame



Daftar mata pencaharian merupakan faktor yang penting untuk menggambarkan
dan mengukur ekonomi masyarakat. Maka dalam hal ini akan di lihat daftar mata

pencaharian penduduk di wilayah Kelurahan Sukarame.

Tabel 2: Daftar Rincian Penduduk Menurut Mata Pencaharian Periode 2017

No. Jenis Mata Laki-laki Perempuan Jumlah
Pencaharian
1 Pegawai 812 594 1.406
2 TNI/POLRI 120 9 129
3 Dagang 1.836 1.761 3.597
4 Tani 78 45 123
5 Tukang 871 - 871
6 Buruh 1.631 1.962 3.593
7 Pensiunan 984 934 1.918
8 Lain-lain 1.329 2.426 3.755
Jumlah N 7661 7.731 15.392

Sumber data : Daftar Matapencaharian Penduduk Kelurahan Sukarame Periode
2017

Berdasarkan mata pencarian penduduk di Kelurahan Sukarame tersebut, maka
dapat dilihat pula tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sukarame sebagai
Berikut:

Tabel 3: Daftar Rincian Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan periode 2017



No. Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Sarjana 1.124 958 2.082
2 Sarjana Muda 350 246 696
3 |SLTA 3.745 3.623 7.368
4 SLTP 1.215 924 2.139
5} SD 550 605 1.155
6 Taman Kanak-Kanank 373 599 972
7 Belum Sekolah 304 676 980
8 Buta Huruf - - -

Jumlah | 7.661 7.731 15.392

Sumber data : Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sukarame periode

2017

Mayoritas tingkat pendidikan di wilayah ini adalah SLTA di karenakan kondisi

ekonomi masyarakat atau penduduk di kelurahan Sukarame saat ini mayoritas adalah

pedagang hal ini dapat dilihat banyaknya toko-toko maupun warung-warung kecil di

pinggir jalan kolektor menandakan masyarakat sukarame mempunyai usaha yang

cukup menjanjikan, karena tempataya yang_stratégis dekat dengan kampus UIN

Raden Intan. Namun, jumlah tingkat pendidikan sarjana yaitu berjumlah 2.082,

memberikan sumbangan cukup besar hal ini dikarenakan masyarakat yang berada di

tingkat ekonomi menengah keatas, sehingga mendorong pola pikir mereka untuk

melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi.

dan hal ini didukung pula oleh angka buta huruf sebesar 0%.

Artinya tingkat pendidikan di wilayah kelurahan Sukarame tergolong tinggi,




F. Data Minimarket Di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung

Dasar hukum yang melatarbelakangi dari pembinaan dan persyaratan penataan
minimarket adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 tahun 2009
tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Pedoman
tersebut di tetapkan sebagai produk hukum melalui Peraturan Kota Bandar Lampung
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan minimarket di Kota Bandar
lampung. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam
Peraturan Perizinan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang
penataaan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
maupun Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.”

Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di kota
Bandar Lampung dan semakin meningkatnya jumlah minimarket dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat kota Bandar Lampung maka pemerintaha sebagai mediator
membuat suatu kebijakan yang berkaltan den‘;g"ié;ri'r.lél fersebut melalui Badan Hukum
disampaikan Perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009
menjadi Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011. Terdapat tiga poin perubahan

dalam peraturan tersebut, yaitu pertama,perubahan jarak dari pendirian minimarket

® Dokumentasi BPMP Bandar Lampung, Arsip Perwali Kota Bandar Lampung tentang
Persyaratan dan Penataan Minimarket Di Kota Bandar Lampung, di catat pada tanggal 25 April 2017



dari persimpangan jalan. Kedua, jarak antara lokasi pendiiran minirket. Sereta jarak
minimarket dengan pasar Tradisional.

Pada awal tahun 2012 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun
2011 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung
tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Persyaratan Minimarket di kota Bandar Lampung, isi revisi tersebut
pada poin 6 pasal 3 tentang menambahkan jam buka 24 jam setelah mendapatkan
persetujuan Walikota dengan Syarat yang tertuang pada poin 5 pasal 3 vyaitu
pelayanan selama 24 jam hanya diberikan pada lokasi-lokasi yang berada dekat
dengan tempat sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal
antar kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, jalan nasional atau jalan
provinsi.”

Mengenai izin pendirian minimarket, tertuang pada Peraturan Walikota Bandar
Lampung yang dipakai peneliti sebagai_pedoman penelitian ini adalah Peraturan
Walikota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012 sebagai revisi terakhir tentang
Penataan dan Persyaratan Minimarkgty_. yaitu r;g_enimbang bahwa bisnis pasar modern
sebagai salah satu ciri khas mulai tumbuh dan berkembang pesat. Bisnis pasar
modern selain memberikan alternatif belanja yang menarik, juga menawarkan
kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing, bahkan kadang lebih murah

dibandingkan dengan Pasar Tradisional.

™ Dokumen Peraturan Walikota tentang Persyartan dan Penataan Minimarket. Revisi
Peraturan Walikota Bandar Lampung, Di catat pada tanggal 25 April 2017



Berkembangnya bisnis Pasar Modern dikhawatirkan dapat mematikan usaha
kecil dan menengah (UKM) untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata
dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tertuan pada Perwali
Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Rencana Tata Ruang Wilayah,
sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota
dapat terwujud.

Minimarket dalam pendiriannya haruslah memiliki izin, untuk itu sebelum
berdirinya harus adanya prosedur dan prasyarat yang mengatur dalam perizinannya.
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Pertama persyaratan
lokasi yang tertuang dalam pasal 2.”> Namun sebelum mendapat izin dari BPMP Kota
Bandar Lampung. Minimarket terlebih dahulu meminta izin dari pihak Kelurahan
Sukarame. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Anwar AR selaku lurah
Sukarame sebagai berikut:

“minimarket-minimarket yang ada di Kelurahan Sukarame ini seperti

Indomaret dan.Alfamaret sudah meminta izin ke Kelurahan Sukarame. Karena,

sebelum minta surat izin“keddinas Perizinan-dan Penanaman Modal mereka

terlebih dahulu meminta izin kepada kami. Kalau kami mengizinkan dan
memberikan surat izin baru mereka bisa mendapat izin dari pihak dinas

Perizinan. Tetapi kalau pihak kami tidak memberi izin maka mereka tidak bisa
mendirikan minimarket di Kelurahan Sukarame.”™

Adapun tujuan Lurah Sukarame memberikan izin kepada Pihak Minimarket

adalah untuk memajukan Kelurahan Sukarame dalam bidang perdagangan dan jasa.

"peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 89 tahun 2011 tentang Perizinan Pendirian
Minimarket. Didapat dari dinas BPMP Kota Bandar Lampung, pada tanggal 25 April 2017
76 Bapak Anwar AR Lurah Sukarame, Wawancara. Pada tanggal 22 April 2017



Dan juga agar tidak tertinggal dengan kelurahan-kelurahan lainya. Sebagamana
ungkapan bapak Lurah berikut:
“kami memberikan izin itu untuk tujuan terutama memajukan kelurahan
Sukarame dalam bidang Perdagangan dan Jasa. Kemudian, memberikan

fasilitas berbelanja seperti tempat-tempat lainya, karena kehidupan
masyarakat Sukarame sendiri sudah berubah gaya kekotaan.” Tegasnya.

Berdasarkan pemberian izin dari Kelurahan Sukarame dan BPMP Kota Bandar
Lampung, di kelurahan Sukarame sekarang sudah ada 8 minimarket yang didirikan
diantaranya: 1) Di JI. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, terdapat 2
Indomaret, 2 Alfamaret dan 1 Candramart; 2) JI. Pulau Bawean Sukarame Bandar
Lampung terdapat 1 Indomaret dan ! Alfamaret; 3) di JI. Karimun Jawa Pasar Griya
E1l. No. 1 Sukarame Bandar Lampung terdapat 1 Indomaret.”” Lebih jelasnya

sebagaimana data pada tabel berikut ini:

Tabel 4: Data jumlah minimarket kelurahan Sukarame
Alamat Nama Minimarket Jumlah Minimarket

JI.Hendro Suratmin, 1 Indomaret (A) dan | 5 Minimarket
Sukarame Bandar Lampung |1 Alfamaret (A)
1 Indomaret (B) dan

miAlfamart (B) g,
1 Chamart ™
JI. Pulau Bawean Sukarame |1 Indomart 2 Minimarket
Bandar Lampung 1 Alfamart
JI. Karimun Jawa Pasar Griya |1 Indomart 1 Minimarket
E1. No. 1 Sukarame Bandar
Lampung

Jumlah minimarket | 8 minimarket
Sumber data : Penelitian Jumlah Minimarket di Kelurahan Sukarame

" Survey lapangan, pada tanggal 16 April 2017



Kemudian, Pada Pasal 2 Pembangunan Minimarket harus memenuhi ketentuan
yaitu Lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar
Lampung. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit
kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meterpersegi) luas lantai
penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern. Memiliki luas lantai penjualan
kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi). Minimarket hanya dapat didirikan
pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan
jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada
kompleks pertokoan/pusat Perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai.
Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit
minimarket dalam radius 200 meter dengan jarak antar lokasi pendirian minimarket
minimal 500 (lima ratus) meter."

Adapun tujuan dari pengaturan jarak tersebut, berdasarkan keterangan bapak
Muntahar selaku kasi perizinan‘di BMP Kota%.?Banda'r-Lampung, beliau menegaskan:

“Mengenai Tujuan dari ketentuan jarak pendirian minimarket adalah untuk
menghindari matinya warung-warung kecil. Untuk lebih jelasnya silahkan di baca isi
pertimbangan di peraturan walikota mengenai minimarket itu sudah tertuang

semua..” Jelasnya.

’® peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pesyaratan dan
Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Di catat pada tanggal 25 April 2017



Bapak Pawit Wibowo selaku bidang informasi juga menambahkan:

“seperti yang disampaikan bapak Muntahar tadi mbak. Tapi pertimbangan itu
kalau minimarket di dirikannya di pemukiman warga atau kompleks, kalau
minimarket didirikan di jalan kolektor yang merupakan perdagangan dan jasa
jaraknya gak di tentukan, walaupun warung-warung mau nempel di indomaret atau
alfamaret juga gak masalah karena memang itu dikhususkan untuk orang-orang

berdagang.” Tambahnya.

Dengan mengacu peraturan tersebut, Di kelurahan Sukarame jarak berdirinya

minimarket dengan minimarekt lainya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Data Jarak Minimarket di Kelurahan Sukarame

Alamat Jarak minimarket satu dengan minimarket lain

JI.Hendro Suratmin, [L. Indomaret A dengan Alfamaret A bersebelahan
Sukarame Bandar P. Indomaret B dengan Alfamaret B berseberangan, dengan
jarak 30 meter.

Lampung _
B. Chamart dengan Indomaret B dan Alfamaret B berjarak
200 m.
4. Chamart dengan Indomaret berjarak 50 m; chamart
denganzAlfamaret bagian,2,berjarak 100 m.
JI. Pulau Bawean Indomaret dengan Alfamaret berjarak 250 m - 300 m.
Sukarame Bandar
Lampung
JI. Karimun Jawa Jarak dengan berdirinya minimarket lain sangat jauh

Pasar Griya E1. No. 1
Sukarame Bandar
Lampung

Sumber Data : Penelitian Jarak Minimarket di Kelurahan Sukarame



Dari tabel diatas, jarak minimarekt satu dengan lainya sangat berdekatan dan
juga tidak adanya batasan mengenai jumlah minimarket, ternyata dalam hal ini,
BPMP kota Bandar lampung menjelaskan bahwa tidak membatasi jumlah minimarket
sebagaimana yang tercantum di dalam Perwali Kota Bandar Lampung. Hal ini,
ditegaskan oleh bapak Muntahar sebagai kasi Perizinan Usaha yaitu:

“Di kelurahan Sukarame itu Jalan kolektor/protokolnya sudah masuk kedalam

kategori tempat perdagangan dan jasa, artinya setiap toko komersil

diperbolehkan didirikan disana walaupun disana banyak warung atau
pedagang eceran meskipun sudah lebih dulu ada. Karena tempat perdagangan
dan jasa ini adalah tempat bersaing, jadi bebas tidak ada larangan. Untuk
masalah minimarket saling berdekatan seperti Alfamaret dan Indomare itu

. »” 79
sudah dibawah management mereka”.

G. Realitas Persaingan Pedagang Kecil dan Minimarket
Setelah minimarket beroperasi di tengah masyarakat, terlihat adanya persaingan
antara warung eceran dengan minimarket. Pgrsaingan yang terjadi dapat
dikelompokan menjadi 3 poin ut.am-é";;;itu: s
1.  Persaingan harga
Minimarket pada umumnya menawarkan harga yang relatif lebih murah
dibandingkan dengan warung eceran. Namun, ternyata warung eceran tidak

berdiam diri, warung eceran bahkan berani memberikan harga yang lebih

7 Bapak Munatahar, Kasi Perizinan Usaha, Wawancara, 25 April 2017



murah dari minimarket demi untuk mempertahankan pelanggannya. Hal ini di
dukung oleh ungkapan ibu Hera pemilik warung eceran yang jarak warungnya
dengan alfamaret dan Indomaret hanya berseberangan jalan, beliau
mengungkapkan bahwa:
“Kalau ditanya soal bagaimana mengimbangi harga dengan Indomaret
dan Alfamaret, saya berani juga ngasih harga lebih murah. Gak papa

untung sedikit yang penting warung saya laku terus. 80

Namun, di warung lain berbeda pendapat dengan ungkapan ibu Hera.
Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Dayat berikut:

“sebenernya harga di Indomaret itu kan selisihnya dengan warung Cuma

200 perak mbak. Itu lah permainan mereka. Kalau diwarung juga suruh

ngikutin harga Indomaret ya saya gak dapet untung. Orang untung saya

jualan setiap barangnya itu Cuma 500 rupiah paling besarnya 1000

rupiah. Jadi tetep gak bisa ngikutin harga Indomaret.” Ujarnya81.

Sebagaimana pula hasit'waWancara dengan‘ibtr-Andin berikut:
“kalau warung kayak gini disuruh lebih murah dari indomaret dan

Alfamaret ya gx bisa mbak. Kita kan beli barang-barang ini di grosir,

8 |bu Hera Pedagang Kecil. Wawancara. Pada tanggal 25 April 2017
81 Bapak Dayat Pedagang Kecil. Wawancara. Pada tanggal 25 April 2017



sedangkan harga digrosir sama murahnya dengan di minimarket. Kalau

kita nyamain harga di minimarket ya gak dapet untung.” T egasnya.82

2.  Kualitas barang
Barang yang dijual di minimarket sangat berkualitas dibandingkan barang
yang dijual di warung eceran. warung eceran hanya menyediakan barang yang
mempunyai kualitas murah karena untuk mempertahankan harga tetap murah.
Hal ini sebagaimana di ungkapan ibu Soleha, berikut:
“tempat saya inikan warung kecil mbak, jadi saya nyediain barangnya
yang merek biasa aja, karena biar harganya bisa stabil. Kalau mau
nyediain barang yang bagus harganya juga harus dikasih mahal nanti
ujungnya gx laku karena yang beli milih yang biasa aja karena nyari

183
yang murahnya.

Ungkapan lain disampaikan oleh bapak Kusnul muluk sebagai berikut:

“kalau barang emang kita nyediain yang biasa ya standarlah. Kayak
susu, kita nyediainya Cuma susu'}ik’éiéng aja kalau susu-susu bayi kita gx
nyediain. Karena orang-orang milih beli di Alfamaret. Kita juga mau

jualnya kemahalan karena belinya kan gak borongan. ” Tegasnya.*

3. Variasi barang

8 |bu Andin Pedagang Kecil. Wawancara. Pada tanggal 25 April 2017
8 |bu Soleha Pedagang Kecil. Wawancara. Pada tanggal 25 April 2017
8 Bapak Kusnul Muluk Pedagang Kecil. Wawancara. Pada tanggal 25 aaaApril 2017



Yaitu barang-barang yang dijual di minimarket sangat bervariasi/banyak
pilihannya, minimarket menyediakan satu barang dengan lebih dari 5 produk,
sedangkan warung eceran hanya menyediakan barang tidak lebih dari 3 produk.
Sebagaimana diungkapkan kembali oleh bapak Kusnhul Muluk berikut ini:
“Dulu sebelum ada Alfamaret sama Indomaret saya hampir mau membuka
grosir mbak. Karena pembelinya rame banget. Tapi berhubung keburu ada
Alfamaret jadi berkurang pembelinya. Jadi ya otomatis sekarang ngurangin
barang yang dijual. Kalau variasi barang ya tiap barang Cuma 2 macem, satu
macem 2 rasa gitu aja. Ya contohnya Kayak roti paling Cuma 2 macem hatari
sama Roma Kelapa aja, susu cuma susu bendera (Frisian Flage) putih sam
coklat, rokok juga Cuma beberapa merek aja. Pokoknya semua udah
dikurangin ini, nyediain yang biasa di beli sama orang-orang sini aja.”

Tegasnya.®®

Hal ini didukung pula dari hasil wawancara kepada sampel yang
berjumlah 10 _orang konsumen untuk bahan perbandingan sesudah adanya
minimarket, dalam melih.at daya tarik%"’]éb'n.srurﬁen berbelanja antara warung
eceran dan minimarket dan untuk mengetahui alasan konsumen berbelanja di
minimarket, ternyata 7 dari 3 konsumen lebih memilih untuk berbelanja di

minimarket. Sebagaimana data berikut ini :

8 Bapak Kusnul Muluk Pedagang Kecil. Wawancara. Pada tanggal 25 April 2017



Menurut penjelasan ibu Intan yang jarak rumahnya dengan Indomaret
hanya berjarak 50 m, beliau memilih berbelanja di Indomaret dengan alasan
sebagai berikut: “Sayakan kalau belanja pasti abisnya Rp. 50.000 mbak, kalau
belanja diwarungkan udah harganya selisih 500 sampai seribu kadangan, jadi
indumaretnya deket mending saya belanja di indomaret, belanja abis Rp.
50.000 dapet diskon, walaupun Cuma 200 kan lumayan.” Ungkapnya.

Kemudian, menurut ibu Eva yang rumahnya berjarak 100 m dengan
Chamart, memilih berbelanja di Chamart. Beliau mengatakan: “Chamart itukan
gedek mbak, tempatnya enak, adem, luas, lebih luas dari Indomaret. Karena
sama-sama deket enak ke chamart. Pilihan barangnya juga banyak banget.
Banyak harga promo dan diskon. Kalau mau kepasar, harga dipasar juga sama
aja, mau kewarung barangnya itu-itu aja mbak. Jadi mending ke chamart.” 1bu
Nasiah yang jarak rumahnya dengan Indomaret hanya 60 m juga mengatakan
alasan yang sama dengan ibu Eva, ia mengatakan “di Alfamaret itu harganya
lebih murah mbak dari warung. Terus juga banyak harga promo buat barang-
barang baru. Barangnya juga;hgnyak pj._!_i-hanya.- Mau nyari yang merek paling
bagus juga ada. Kalau diwarungkan barangnya yang biasa. Kadang bosen
mbak.” Tegasnya.®

Bapak Yanto yang jarak rumahnya 100 m dari Indomaret, yang peneliti
temui setelah ia berbelanja di Indomaret. Kemudian beliau menjelaskan alasan

memilih ke Indomaret sebagai berikut: “saya itu orangnya nyari simpelnya

8 |bu Nasiah Pembeli. Wawancara. Pada tanggal 25 April 2017



mbak. Kalau di Indomaretkan harga sudah nempel dipapan tempat barang-
barang itu. Tinggal ngambil itung-itung duitnya langsung bayar. Kan jadinya
simpel, gak tanya dulu sama kasirnya. Jadi cepet belanjanya gak kelamaan.”
Kata beliau.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ibu Limah yang mana jarak rumah
dengan Alfamaret hanya 80 m, beliau mengatakan: “kalau ditanya soal ngapa
belanja di Alfamaret, karena pilih-pilih barangnya gak susuah mbak.
Tempatnya bersih, terus lebih gampang tau harganya karena udah ditempel
dipapannya. Kalau mau kewarung kadang barangnya gak ada. Makanya
sekalian aja belanja ke Alfamaret sekalian bisa stok buat besok-besoknya.”
Tegasnya.®’

Selain dari ibu-ibu, peneliti juga mewawancarai mahasiswa yang kost-
kostanya tidak hanya berjarak 100 m dari Indomaret Griya. Mahasiswi yang
bernama Sinta Nurmala lebih memilih belanja ke Indomaret karena ia
mengatakan: “banyak pilihanya mbak. Kadang diwarung gak ada barangnya,
misalnya bedak sama par’fum.yg. mbak; kalatdi- Indomaret banyak pilihannya
tinggal tunjuk gak sulit nyarinya. Kalau diwarung wardah aja kadangan gak
ada.” Katanya. Selain itu mahasiswa yang bernama Agus Dimas Sanjaya juga

mengatakan ia lebih memilih belanja di Indomaret karena: “harganya sama aja

¥ Wawancara Pembeli. Pada tanggal 25 April 2017



mbak sama warung. Nyari sendiri tinggal ambil. Udah gitu tempatnya bersih
dan ber AC jadi sekalian ngadem.” Tegasnya.88

Selain dari masyarakat yang memilih berbelanja di minimarket, terdapat

juga masyarakat yang memilih berbelanja di warung eceran. sebagaimana yang
diungkapkan ibu Mariyana yang jarak rumah dengan Alfamaret hanya 80 m
tetapi ia lebih memilih belanja diwarung. Beliau menjelaskan: :
“memilih belanja kewarung karena pertama warungnya lebih deket dari
indomaret walaupun jaraknya gak jauh ya mbak. Tapi diwarung juga ada
barang yang saya butuhkan terus juga mau cepet dipakek. Kalau belanja ke
Indomaret Cuma beli satu barang malu lah mbak mending ke warung aja.”
Tegasnya.

Ibu Rumiyati yang jarak rumahnya dengan minimarket 50 m, alasan
memilih berbelanja di warung dengan alasan “saya belanjanya gak banyak
mbak. Cuma 1 atau 2 macem aja yang pas kebetulan mau dipakek habis. Kayak
minyak, belinya juga yang 1 liter aja, sabun atau sampo pas ahis jadi langsung
aja lari kewarung. Kalau"mau;z;:ndomarg,_t; nanti~belanjanya ngerembet mbak.”
Tegasnya.

Selain itu, ibu Nita yang jarak rumah dengan Indomaret hanya 100 m,
lebih memilih belnja kewarung dengan alasan yaitu: “kalau jarak warung sama

rumah kan Cuma 50 meter mbak, kalau Indomaret 100-an m jadi mending ke

8 \Wawancara Pembeli. Pada tanggal 25 April 2017



warung aja. Harganya juga sama aja si mbak, walau pun beda juga Cuma

beda 1000 paling gede.” Terangnya.®®

H. Upaya Pedagang Kecil dalam Mempertahankan Diri (Survive)

Perwali Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012 disebutkan dalam pasal 2 huruf
I bahwa usaha Minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari
Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari
warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.

Hasil survei lapangan, jarak minimarket dengan warung eceran yang ada di
kelurahan Sukarame yang menimbulkan dampak pada pendapatan warung

disekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Jarak warung / pedagang eceran dengan minimarket

Nama Nama ___Jumlah Jarak Pendapatan
Jalan Minimarket |  Warung [ Minimarke sesudah ada
Kolektor t dengan | minimaraket/hari

Warung
JI.Hendro 2 Indomart 1. Warungibu | Jarak 50 m [Rp. 800.000-
Suratmin, Hera dari 1.000.000
Sukarame 2 Alfamart Indomart

8 Wawancara Pembeli. Di catat pada tanggal 25 April 2017



Bandar 1 Chamart 2. Warung ibu | Jarak 150 m [Rp. 200.000-
Lampung Andin dengan 300.000
Alfamart

3. Warung ibu | Jarak 200  [Rp. 200.000
Janah m dengan
Indomaret

4. Warung bp. | Jarak 30 m [Rp. 250.000-
Dayat dengan 300.000
Indomaret

JI. Pulau 1 Indomart [1. Warung ibu | Jarak 30 m Rp. 600.000

Bawean soleha dari
Sukarame 1 Alfamart Indomart
Bandar
Lampung 2. Warung bp. Jarak 100  |Rp. 1.000.000
Kusnul m dari
Muluk Alfamart
3. Warung ibu | Jarak 40 m [Rp. 200.000
Mawarni dari
Indomart

Sumber data. : Penelitian Jarak Warung Eceran dengan Minimarket di Kelurahan
Sukarame

Pedagang kecil merupakan masyarakat yang mulai berdaya dalam
meningkatkan ekonomi. MereKa bertsaha men,gjembéhgkan modal yang kecil dengan
membuka warung eceran guna untuk mengumpulkan untung yang kemudian

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Minimarket yang saat ini menjadi salah satu lawan saing bagi para warung-

warung kelontong/eceran, menjadikan berkurangnya pembeli sehingga berdampak



pada berkurangnya pendapatan. Adapun beberapa upaya yang seharusnya di lakukan
pedagang eceran untuk bersaing dengan minimarket yaitu seperti:
1. Perubahan fisik
a. Kenyamanan ruang
Merubah kenyamanan ruang pada warung dilakukan untuk memberi
kenyamanan pada pembeli. Berdasarkan penjelasan ibu Janah saat wawancara,
beliau mengungkapkan ‘“namanya warung ya seperti ini lah mbak. Mau
dirubah gimana lagi. Paling Cuma dikasih kursi aja di depan warung, sapa
tau pembelinya pas rame bisa duduk dulu.” Tegasnya.
Ibu Andin juga menjelaskan “kalau mau ngasih kenyamanan ya
namanya warung mbak. Barangnya juga Cuma sedikit. Mau dipasang kipas

angin nunggunyakan di dalem, keluar pas ada yang beli.” Tegasnya.*

b. Tampilan warung
Guna untuk menyeimbangkan persaingan dengan minimarket, hal yang
harus dilakukan selanjupnya adalah merubah_\ tampilan.warung. Berdasarkan
hasil wawancara dengan- pemlllk Wa'r}ar;‘gv,.éet;agaimana ibu Soleha pemilik
warung gerobak, beliau mengatakan: “kalau masalah merubah tampilan
warung lebih digedein lagi saya gak bisa mbak. Barangnya juga sedikit,

Cuma nyediain yang biasa di beli sama pelanggan-pelanggan aja.

% Wawancara Pedagang kecil. Pada tanggal 31 Mei 2017



Alhamdulilah walaupun warungnya kecil juga tapi masih 500.000 dapetnya
dari pagi sampe malem jam 9.” Tegasnya.

Ibu hera juga mengatakan “pengen mbak ngelebarin warung karena

barangnyakan banyak, emang sempit juga warungnya. Tapi untungnya cukup

buat ngurusin kebutuhan yang lain.” Ungkapnya.gl

2. Perubahan non-fisik
a. Peningkatan modal

Pada hasil wawancara dengan bapak Dayat mengenai peningkatan
modal, beliau mengatakan vyaitu: “buka warung ini kan untuk ngembangin
modal mbak, ada modal sedikit ditambah lagi isi warungnya. Jadi peningkatan
modalnya sedikit-sedikit kalau pas ada”. Sedangkan hasil wawancara oleh ibu
Mawarni, beliau menjelaskan dengan alasan berikut: “gimana mau nambah
modal mbak, untungnya aja Cuma 200.000 itu per minggunya. Warung saya

sepi mbak. Barangnya lama habisnya. Jadi gak bisa nambah modal lagi”.

b. Penambahan jenis barang
Ada beberapa hasil wawancara dengan pemilik warung eceran antara
lain, bapak Kusnul Muluk mengatakan “kalau saya justru mengurangi barang
mbak. Menyediakan yang biasa di beli sama orang-orang aja. Misalnya kayak
susu anak saya sudah gak jual lagi. Karena mereka belinya di Alfamaret”.

Kemudian ibu Andin mengungkapkan, “barang lama aja lama abisnya mbak.

% Wawancara Pedagang Kecil. Pada tanggal 31 Mei 2017



Kalau mau nambah barang baru takut kelamaan. Karena dalam sehari itu gak
rame yang beli paling beberapa orang aja”. Selain itu juga ibu Soleha
mengatakan, “warung sayakan deket banget mbak sama Indomaret, makanya
sekarang berkurang pembelinya, jadi ya saya kurangi juga barang-barangnya.
Kalau mau ditambah takut gak laku. Ini sedia yang eceran yang di Indomaret
gak nyediain”. Tagasnya.

Namun, di pihak lain seperti ibu Hera, ia melakukan penambahan jenis
barang, seperti barang keluaran terbaru dan memang warungnya sangat padat
oleh barang-barang jualanya. Beliau menjelaskan, “itu memang salah satu cara
saya mbak biar pembeli mau beli disini. Saya sedia barang-barang model baru
dan gak Cuma satu macam tapi ada beberapa macam.” Tegasnya.92

Adapun alasan para pedagang di Kelurahan Sukarame yang tetap
bertahan membuka warung mereka yaitu ada beberapa upaya yang mereka

lakukan, seperti:

1)  Berikhtiar dan Bersgbar

Berikhtiar berarti ti.dak-'.;;{r:{engenz;f.-Bﬂt.ljs 'asa dan yakin bahwa rahmat
Allah pasti datang setelah berikhtiar. Dan sabar berarti menahan diri dari
sesuatu, dalam hal ini bersabar dalam mendapatkan rizki dari Allah SWT dari
hasil penjualan yang harus bersaing dengan para minimarket. Kesabaran para

pemilik warung eceran ini dengan memegang pedoman dari kata motivasi yaitu

%2 \Wawancara Pedagang Kecil. Pada tanggal 31 Mei 2017



“rezeki sudah ada yang mengatur”, sebagaimana hal ini diperkuat oleh
ungkapan bapak Kusnul Muluk sebagai berikut:

“kalau kita mau menyaingi minimarket itu pasti berat mbak, kalau kita mau
protes dengan pemerintah juga pasti tidak didengarkan. Tapi yang menjadi

motivasi saya rezeki itu Allah yang mengatur, asalkan kita mau menerima

hasil sedikit-sedikit pasti ada saja rezekinya”.*®

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Mawarni, beliau mengatakan:
“ kalau rakyat kecil ngeluh ke pemerintah tidak mungkin langsung di tanggapi
dek. Apa lagi kalau kita mau usul masalah adanya indomaret pasti gak

didengarkan”. Jelasnya.

Ibu Soleha juga mengatakan: “ sabar aja mbak yang penting masih dapet
untung, rezeki mah nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin orang mau beli

ke Indomaret terus.” Katanya.

Kata motivasi ini yang menjadikan sebagian warung yang berada di
sekitar minimarket tidakgputus asa dalam_menjual barang-barang kebutuhan
masyarakat. Mereka tetap sabar dan mensyukuri pendapatan dari hasil

penjualan diwarung meskipun pendapatan tersebut menurun.

% Bapak Kusnul Muluk ,Pedagang Kecil, Wawancara . Pada tanggal 25 April 2017



2)  Menyediakan barang ketengan
Barang ketengan artinya barang yang disediakan dengan bentuk yang
lebih sedikit (per batang, seperempatan, perbungkus, barang harga Rp. 500,
dil). Contoh, boleh membeli rokok dengan cara ketengan (per batang).
Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Soleha yang mana warung beliau
bersebrangan dengan Indomart dengan jarak kurang lebih 30 m. Beliau
mengungkapkan:

“Kalau diwarung itu menyediakan eceran. misalnya, bagi para bapak-bapak
atau anak muda yang merokok, kalau punya uangnya cuma Rp. 5000 bisa
beli ketengan (perbatang) diwarung kecil, kalu di Indomart kan harus satu
bungkus itu juga harganya lebih mahal bisa beda Rp. 200-500. Dan juga
kalu misal ibu-ibu yang punya uangnya tidak cukup untuk membeli minyak
yang literan, warung kecil menyediakan yang minyak eceran/gelasan kalu
di Indomartkan menyediakan minimal yang 1 liter, begitu juga dengan

» 94
gula’”.

Selain ibu Soleha, ibu Herajug'j‘-'!a'{"inenguﬁ“gk‘abkan bahwa:
“Walaupun warung saya dekat dengan Indomart, tapi menangnya saya
adalah pembeli bisa membeli eceran, seperti minyak, beras 1 kg atau 2 kg.

Dan juga untuk anak-anak yang ingin membeli jajan harga Rp. 500 atau

% |bu Soleha, Pemilik Warung, Wawancara, pada tanggal 25 April 2017



Rp. 1000 diwarung kecil men'yediakan, kalau di Indomartkan tidak

menyediakan » %

3)  Boleh menghutang
Khusus bagi orang yang sudah dikenal, seperti tetangga, anak-anak Kkost,
ataupun pelanggan warung boleh menghutang jika memang uang belanja tidak
sengaja kurang ataupun memang belum mempunyai uang untuk membeli
kebutuhan yang sangat diperlukan. Sebagaimana ungkapan ibu Soleha yaitu,
“Di warung saya ini kalau pembelinya emang udah saya kenal dan
sering beli disini saya kasih hutang kalau memang dia gak uang mbak
atau misal uangnya kurang”.
Warung bapak dayat juga membolehkan menghutang sebagaimana
ungkapnya berikut,
“Untuk masalah menghutang, kalau memang saya kenal saya kasih,
karena pasti dia kembali lagi untuk membeli di warung saya. Kadang
juga kalau ada yang pas kebetulan orang kepepet uangnya kurang seribu
dua ribu saya tetep I;as'iffitti.iélau di%’%iyé.rral'hamdulillah kalau enggak juga

. 96
buat amal”.

% |bu Hera, Pemilik Warung, Wawancara, pada tanggal 25 April 2017
% Wawancara Pedagang Kecil. Pada tanggal 25 April 2017



BAB IV

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIRIANA MINIMARKET TERHADAP
PEDAGANG KECIL DI KELURAHAN SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG

C. Implikasi Kebijakan Pemerintah mengenai peraturan Pendirian minimarket
terhadap pedagang kecil di kelurahan Sukarame

Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang ditentukan pemerintah
untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kemudian, untuk mencapai sebuah hasil dari
sebuah kebijakan tersebut pemerintah harus melaksanakan kebijkan pada sasaran tujuan
untuk mendapatkan hasil yang di inginkan. Sebagaimana teori dari Chief J. O. Udoji (bab II
hal. 36) yang mengungkapkan, “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan
mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijaka-kebijakan hanya akan
sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan.”

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang tertuang dalam BAB Ill, maka dapat di
analisis mengenai implikasi kebijakan_gg[‘nerintqb _yAang.teIah dibuat dan dijalankan, yang
mana dalam hal ini adalah implementasi Peraturén Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11
tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket yang tertuang dalam BAB II

tentang persyaratan pembangunan minimarket pasal 2 huruf h dan i.

Adapun Implikasi dari hasil implementasi kebijakan Pemerintah mengenai

peraturan Pendirian minimarket yang mengacu pada Perwali Bandar Lampung



tersebut terhadap pedagang kecil di kelurahan Sukarame dapat dilihat dari tiga hal

berikut ini:

1. Implikasi ekonomi

Ternyata adanya minimarket di Kelurahan Sukarame, disisi lain memiliki
dampak negatif terhadap warung-warung kecil disekitarnya, yaitu pemilik warung-
warung eceran tersaingi dengan minimarket. Dalam artian semakin melebarnya
ketimpangan pendapatan antara minimarket dan warung eceran. Yang mana, mereka
merasakan ketika dulu pendapatan mereka besar namun sekarang mengurang. Ini
dikarenakan harga di minimarket lebih murah dibandingkan dengan harga warung,
terkadang minimarket melakukan penurunan harga atau discon harga besar-besaran
atas barang yang lama belum terjual dan juga menawarkan special harga promo
kepada konsumen. Ini merupakan salah satu akibat dari kebijakan pemeritah yang
tidak melihat jangka panjang dalam membuat suatu peraturan yang bertujuan untuk
memajukan dan memodernisasikan daerahnya.

Berdasarkan tinjauan teori kebijakan publik menurut Harold Laswell dan
Abraham Kaplan (bab Il Aal. 2—5){;.-mendefip’is’rka'ri\ “kebijakan Publik sebagai suatu
program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan
praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices)”, maka
dalam praktiknya implementasi kebijakan mengenai pendirian minimarket sudah
tertata dengan rapih.

Namun, jika dilihat dari implementasi peraturan mengenai jarak berdirinya

minimarket satu dengan yang lain yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bandar



Lampung Nomor 11 tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket yang
tertuang dalam BAB Il tentang persyaratan pembangunan minimarket pasal 2 huruf h
yaitu “Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat)
unit minimarket dalam radius 200 meter, dengan jarak antar lokasi pendirian
minimarket minimal 500 (lima ratus) meter”, berdasarkan data yang penulis peroleh
dilapangan, peraturan jarak tersebut tidak dimplementasikan sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan. Yang mana ditemukan minimarket dengan minimarket
lainya hanya berdiri bersebelahan atau hanya berseberangan dengan jalan kolektor
(bab 11l hal. 71).

Kemudian, pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012
tentang persyaratan dan penataan minimarket yang tertuang dalam BAB Il tentang
persyaratan pembOangunan minimarket pasal 2 huruf i yaitu tentang “lokasi usaha
Minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar
Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari
warung/pedagang eceran yang berlokasi. pada jalan kolektor”. Lagi-lagi

implementasinya-yang dltemukan dllapangan t|dak sesuai-dengan peraturan yang

s

ditetapkan, yang mana dapat dlllhat pada bab [l (hal. 78) yaitu lokasi minimarket
berjarak sangat dekat dengan warung-warung eceran. Sehingga para pemilik warung
eceran yang memang sudah terlebih dahulu berdiri diwilayah kelurahan Sukarame
mengeluh karena dengan jarak yang berdekatan tersebut menimbulkan dampak
seperti:

a. Pindahnya pembeli ke minimarket



Dapat dilihat dari hasil wawancara para masyarakat sebagai konsumen
pada bab Il (hal. 75-77) dari 10 sampel 7 orang lebih memilih berbelanja ke
minimarket. Dengan alasan tempat di minimark nyaman, bersih, dingin, ber AC,
ada diskon dan promo dan juga banyak variasi barang.

Alasan ini sesuai dengan teori yaitu teori perilaku belanja konsumen
pada bab Il (hal. 30) yang dikemukakan Sitaresmi, mengemukakan bahwa
“Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan konsumen dalam
rangka konsumsi. Konsumsi sendiri merupakan kegiatan menghabiskan atau
mengurangi nilai guna suatu barang. Tujuan dari konsumsi adalah untuk
memenuhi kebutuhannya. Selain itu tingkat konsumsi seseorang juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: selera, tingkat pendapatan,
tingkat harga, teknologi dan tingkat kebutuhan”.

Hal ini menunjukan bahwa minimarket mampu dengan cepat menarik
minat pembeli untuk pindah berbelanja di minimarket karena. mengetahui
selera masyarakat sekarang ini adalah yang modern dan berkelas. Sehingga,

Semenjak-..adanya __ minimarket-minimarket  di...-kelurahan  Sukarame

menyebabkan warung-wa.r;ng ecerzén menjadi sepi dan hal ini sangat
berdampak pada pendapatanya pun menurun.
b. Mengurangi barang dagangan

Sebagaimana hasil wawancara para pedagang kecil Kelurahan Sukarame
di bab Il (hal. 81), akibat dari berkurangnya pembeli, maka warung eceran baik

yang tadinya grosis terpaksa mengurangi barang daganganya agar tidak



kadaluarsa. Hanya ibu Hera saja yang menambah barang daganganya untuk

mempertahankan pelanggannya. Sedangkan yang lainya lebih memilih

mengurangi barang karena pendapatan mereka juga berkurang. Ini karena di

minimarket selalu menyediakan barang keluaran terbaru/produk dengan

kemasan terbaru dan banyak pilihan. Sehingga masyarakat lebih senang
berbelanja di minimarket.

c. Memberikan harga lebih murah

Ditemukan pedagang yang berani memberikan harga lebih murah dari
indomaret, seperti ibu Hera rela untuk memberikan harga yang lebih murah
atau sama murahnya dengan harga di minimarket (bab Ill. Hal. 73) ini
dikarenakan untuk mempertahankan pelangganya. Tetapi warung eceran tetap
kalah dengan minimarket, karena minimarket sering memberikan harga discon
besar-besaran dan juga harga promo.

Meninjau pada teori pemberdayaan mengemukakan: “pemberdayaan
masyarakat mengandung makna. tiga pengertian yaitu enabling, empowering dan
maintaining”, (Effendi, bab Il hal, 53). Tetapi didalam kebijakan‘pemerintah dalam hal
ini berada jauh dari teori yang di;s'iah‘r;paikan'};gr‘s‘ebut.

Adanya kebijakan izin minimarket ini seharusnya menjadi acuan pemerintah
dalam  memberdayakan  warung-warung  kecil misalkan dengan cara
memodernisasikan bentuk warung dengan format yang bersih, nyaman sehingga
warung-warung eceran mampu menyaingi minimarket. Selain itu pemerintah lebih

terbuka kepada masyarakat, mencari tahu apa yang dirasakan masyarakat dengan



diimplementasikan kebijakan tersebut, mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan
kemudian memperbaiki kebijakan, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan
diperhatikan.

Tetapi, justru masyarakat yang malas untuk mengadukan keluhanya kepada
aparat pemerintahan, dikarenakan percuma saja mereka mengadu tetapi pemerintah
tetap saja diam tidak mendengarkan keluhan mereka. Ini didukung dengan
pernyataan pemilik warung eceran kelurahan Sukarame, bahwasanya mereka lebih
baik menunggu rezeki datang ketimbang protes ke pemerintah karena dianggap

percuma (bab Ill. Hal. 82).

2. Implikasi sosial

Masyarakat yang semakin modern, saat ini lebih memilih untuk berbelanja di
minimarket ketimbang di warung eceran, ini karena modernisasi telah merubah
masyarakat untuk lebih maju, modern dan praktis. Sebagaimana.hasil wawancara
pada masyarakat konsurfien 'p‘jcr,g.a bab ,;,!:j_l;_(hai;"75-77), mereka lebih memilih
berbelanja di minimarket dengan alasan yang sama yaitu harga sudah di tempel di
papan barang jadi lebih mudah mengetahui harga tidak perlu bertanya lagi, dan juga
barang sudah ditata dengan format yang rapi sehingga tidak susah mencari dan tidak
perlu bertanya.

Jika merujuk pada merujuk pada kerangka teori modernisasi yang dibangun

oleh para teoretisi perspektif modernisasi, salah satunya “dalam jangka panjang,



modernisasi tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi
modernisasi dilihat sebagai sesuatu yang diperlukan dan di inginkan”(bab IlI, h. 46),
memang sangat penting merubah tatanan masyarkat menjadi modern, namun hal ini
menimbulkan dampak sosial pada sebagian lapisan masyarakat yang diakibatkan oleh
teori modernisasi tersebut. Seperti, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin
semakin lebar sehingga kesenjangan sosial lebih tinggi.

Kesenjangan sosial pada penelitian ini sesuai dengan data pada bab Ill, dapat
dilihat dari adanya minimarket masyarakat dibawa kearah perubahan sosial.
Perubahan sosial disini sangat merugikan warung-warung eceran yaitu konsumen
diajarkan untuk belanja lebih simpel dan praktis tanpa adanya tawar menawar antara
pedagang dan pembeli dikarenakan sudah tersedianya struk harga yang tertempel
dimasing-masing barang. Interaksi antara pembeli dengan pedagangpun nyaris tidak
ada. Pembeli hanya datang membeli barang yang dibutuhkan dan pergi. Sikap
individualis sangat terlihat disini, hanya saja ditutupi oleh ramahnya_pramuniaga.
Selain itu kesenjangan sosial terlihat pada masyarakat individu elit yang sudah tidak

mau lagi berbelanja kebutuhannya di warung-warung eceran, mereka lebih suka

berbelanja di minimarket dengan:I.;ﬁgsung r{{é;nbeli kebutuhan bulanan.

Merujuk pada pendapat Smith (bab Il, hal. 46) vyaitu ia yakin bahwa
perekonomian akan paling baik ialah yang diatur oleh tangan persaingan yang tak
terlihat, yaitu pertempuran diantara dua usaha untuk mendapatkan suatu pengakuan
konsumen. Smith juga berpendapat bahwa persaingan diantara perusahaan akan

dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga yang



terbaik. Ini sudah jelas terjadi pada saat ini, yang mana banyaknya minimarket-
minimarket sangat menindas warung-warung kecil disekitarnya.

Bentuk penindasan itu iyalah dilihat dari strategi penjualan yang modern
sehingga menjadikan masyarakat memilih untuk berbelanja di minimarket, ada
sebagian masyarakat memilih berbelanja di minimarket agar terlihat identitasnya
sebagai masyarakat elit. Namun disisi lain masyarakat konsumtif yang ada di kelas
bawah tidak mau kalah, mereka juga lebih memilih berbelanja di minimarket agar
merasa setara dengan kaum elit. Padahal, Masyarakat tidak sadar bahwa dengan
berbelanja diminimarket berarti masyarakat telah mematikan usaha kecil yang ada
disekitarnya.

Ini menunjukan bahwa kapitalism sudah mendorong masyarakat kita kepada
modernisasi yang sangat parah, Sebab kaum bawah sulit untuk menyaingi kaum elit
dalam hal ini warung eceran sulit menyaingi minimarket. Hal ini juga menunjukan
bahwa prinsip etika islam dalam berbisnis sudah tidak di jadikan pedoman lagi.
Semuanya sudah menganut prinsip barat yaitu bebas dalam bersaing. Sehingga

keluarlah kata “sikaya makin kaya dan si miskin bertambah miskin®.

Cara satu-satunya adalah harus diIaku:'I-<'a‘nnya penyadaran terhadap masyarakat
kita. Masyarakat harus disadarkan untuk lebih mengembangkan pedagang lokal
(warung eceran) dibandingkan minimarket. Ketika masyarakat sadar maka tidak akan
ada bentuk penindasan bagi pedagang-pedagang kecil terutama pedagang lokal.

3. Implikasi budaya



Kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung atas pembangunan ekonomi
bertujuan untuk menjadikan kota lebih maju dan modern, maka hal ini juga pelan-
pelan akan merubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih modern. Kebijakan
pemerintah ini ternyata memberikan perubahan pula pada gaya hidup masyarakat
baik masyarakat elit maupun biasa. Gaya hidup modern yang menyukai aspek
kepraktisan menjadikan minimarket kian digandrungi masyarakat. Dapat dilihat sejak
adanya minimarket-minimarket dikelurahan Sukarame, merubah kebiasaan
masyarakat yang tadinya berbelanja di warung eceran namun saat ini masyarakat
lebih suka untuk mencari kebutuhanya di minimarket (bab lll, hal. 75). Dengan alasan,
adanya discon, harga yang lebih murah, tempat yang dingin dan bersih dan lain-lain.
Fasilitas inilah yang ampuh menarik konsumen untuk berbelanja dan kembali
berbelanja lagi di minimarket.

Jika merujuk kembali pada teori perilaku belanja konsumen (bab Il hal. 30)
pemaknaan sosial terhadap konsumsi benda-benda kehidupan social salah satunya
dapat dilihat bahwa “konsumsi sebagai identitas”, pemaknaan ini sangat tepat sekali,

karena semakin-banyak konsumen berbelanja di minimarket-maka identitas sebagai

kaum elitpun terlihat jelas, yaitu.”-;g!aya hldup yang gelamor dan bermerek. Padahal
secara tidak sadar yang mereka dapat hanyalah plastik yang bermerek minimarket
(indomaret/alfamaret) saja.

Memang meskipun begitu, keputusan hendak kemana masyarakat akan

berbelanja adalah ada pada pilihan pribadi masyarakat itu sendiri. Masyarakat



mempunyai bargaining power yang dalam hal memutuskan hendak kemana mereka
akan berbelanja.

Jika seandainya pemerintah dapat menegakkan peraturan dengan tegas
sebagaimana contoh di negara Thailand, Prancis, dan Malaysia. Model pemberdayaan
pedagang kecil di Thailand dilakukan antara lain dengan mendirikan perusahaan
negara atau BUMN nonprofit Allied Retail trade co.(ART Co) dengan modal kerja
sekitar US$9,1 juta. Perusahaan tersebut bertugas melakukan pembelian dipabrikan
dan kemudian disalurkan kepada jaringan toko-toko kecil dan warung tradisional
lainnya.

Di negara Perancis model perlindungan dan pemberdayaannya yaitu membuat
peraturan melarang lokasi hipermarket di tengah kota, hal ini dilakukan untuk
mengatasi semakin tergerusnya warung kecil di negara itu karena keberadaan ritel
yang besar. Sedangkan Malaysia membuat peraturan distribution fair trade guna
melindungi pasar tradisional.

D. Strategi Pedagang Kecil dalam mengatasi implikasi negatif mengenai pendirian
minimarket terhadap pedag_ang !(gcil di keIU(ahan_ _S_ukarame
Berdasarkan hasil wawancara® mengénaic upaya pedagang kecil dalam
mempertahankan warungnya pada perubahan fisik dan non-fisik warung pada bab Il (hal.
68-70) para pemilik warung justru tidak melakukan hal itu. Sebagaimana berikut ini:
1. Perubahan fisik Bangunan
a. Kenyamanan ruang
Pada warung eceran di Kelurahan Sukarame di temukan rata-rata tingkat

kenyamanan sangat kurang. Selain itu, tempatnya yang panas dan kecil dan juga



penataan barang yang semrawut. Para pemilik warung justru mengatakan “namanya
warung, ya seperti ini” (bab Ill, hal. 79). Berbeda dengan minimarket yang mana
tempatnya yang sangat dingin, bersih dan nyaman, sehingga membuat konsumen
lebih memilih berbelanja di minimarket.

b. Tampilan warung

Hasil survey dan wawancara, tampilan warung di kelurahan Sukarame sangat
kecil dan sempit. Mereka tidak mau merubah bentuk warung lebih besar karena
barang dagangannya sekarang ini lebih dikurangi. Mereka hanya menyediakan

barang-barang yang biasa dibeli dengan bentuk eceran (bab Ill, hal. 80).

2. Perubahan non-fisik Bangunan

a. Peningkatan modal

Peningkatan modal dilakukan guna untuk menambah barang dan merubah
kenyamanan dan tampilan warung. Namun ditemukan dalam hasil survey dan
wawancara, warung eceran -di @ kelurahan Sukarame ditemukan justru lebih
mengurangi.modal ketimbang menambah modal. Hal ini terjadi karena berkurangnya
pendapatan pedagang (babllhll, H:;it:?Sl).

b. Penambahan jenis barang

Berdasarkan hasil penelitian kepada warung-warung eceran dikelurahan
Sukarame, yang mana pemilik warung justru melakukan pengurangan barang
dagangan. Hal ini dilakukan karena telah berkurangnya pembeli yang berbelanja di

warung (bab Ill, hal. 81).



Namun, meskipun pedagang warung eceran tidak melakukan bentuk upaya-
upaya tersebut, dari hasil wawancara kepada para pemilik warung di kelurahan
Sukarame (bab 111, hal. 82-84), ada beberapa strategi yang dipakai para pedagang
untuk mengatasi dampak dari minimarket, antara lain:

1)  Berikhtiar dan Bersabar

Berikhtiar berarti tidak mengenal putus asa dan yakin bahwa rahmat

Allah pasti datang setelah berikhtiar. Dan sabar berarti menahan diri dari

sesuatu, dalam hal ini bersabar dalam mendapatkan rizki dari Allah SWT dari

hasil penjualan yang harus bersaing dengan para minimarket. Kesabaran para
pemilik warung eceran ini dengan memegang pedoman dari kata motivasi yaitu

“rezeki sudah ada yang mengatur” (bab III, hal. 82). Hal ini dikarenakan

percuma para pedagang untuk mengadu kepada pemerintah, pemerintah tidak

akan mendengarkan keluhan mereka.
Selain itu, ungkapan para pedagang tersebut jika dikaitkan dengan teori
pada bab Il (hal. 49) tentang prinsip etika bisnis sangat sesuai dengan ungkapan

Syeh Nawab Haidar Nagyi -mgmaparkgmtentang ketauhidan bahwa “tauhid

merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia,

termasuk kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai mahluk yang
bertuhan, dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak dapat terlepas dari
pengamatan tuhan, dan dalam rangka melaksanakan perintah tuhan”. Hal ini
menurut penulis, para pedagang yakin bahwa Allah tidak tidur dan selalu

mengawasi hambanya dan memperhitungkan segala yang dilakukan hambanya,



sebagaimana sesuai dengan Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11 Allah berfirman yang
artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah Keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. Ayat
ini menggambarkan bahwa ketika manusia mau tetap berusaha dengan bersabar
dan yakin atas janji Allah maka sesulit apapun usaha mereka baik dalam
persaingan bisnis Allah pasti akan tetap memberikan rizkinya.

Kemudian, jika menelaah salah satu fungsi kebijakan terhadap
keberdayaan pedagang kecil (bab Il hal, 55) adalah pemerintah sebagai
pelindung pedagang kecil. Di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung
dalam rangka melindungi pedagang kecil tertuang pada Perwali Bandar
Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket
yang tertuang dalam BAB Il tentang persyaratan pembOangunan minimarket
pasal 2 huruf i yaitu tentang “lokasi usaha Minimarket harus berjarak radius
250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250
(dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada
jalan kolektor”.

Peraturan jarak ini bertujuan untuk melindungi pedagang kecil agar tidak
gulung tikar / mati sebagaimana yang dijelaskan oleh kasi perizinan yaitu bapak
Muntahar dan bapak Pawit Wibowo di bab I11 (hal. 70-71), namun kenyataanya
kebijakan tersebut hanya sebagai formalitas dalam perizinan pendirian usaha.

Sebab hal ini dipertegas lagi oleh ungkapan beliau yaitu jika minimarket berdiri



di jalan perdagangan dan jasa maka mereka bebas bersaing dengan warung-
warung eceran di sekitarnya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator
dan regulator dalam rangka mendukung efektivitas kemitraan. Pemerintah juga
dapat menjadi stimulator dalam rangka pemberi rangsangan kemitraan yang
efektif. Misalnya minimarket yang aktif bermitra mendapatkan insentif dari
pemerintah dan juga sebaliknya yang tidak mau bermitra maka akan diberi
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, melalui kemitraan yang
seperti ini baik pihak minimarket maupun warung eceran akan sama-sama
bersaing secara sehat dan adil dalam rangka menarik minat beli masyarakat atau
konsumen.

Selain itu, sebagaimana yang disebutkan dalam bab I (hal. 42)
pencapaian dalam kesejahteraan masyarakat harus dirasakan masyarakat sesuai
dengan hak, kebutuhan dan juga harus.adil. Namun penulis melihat bahwa
kesejahteraan hanya dirasakan oleh golongan atas saja, sedangkan untuk
golongan bawah justru sémakiq_.jauh dg_rj,kat'a-sejahtera. Ketidak adilan atas
kebijakan pemerintah yang dibuat ternyata hanya memberikan kesejahteraan
bagi sebagaian golongan sedangkan golongan lain harus dikorbankan demi
mencapai tujuan pemerintah yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, dari hasil wawancara, yang tadinya warung-warung
eceran di kelurahan Sukarame merasakan kesejahteraan atas usaha yang mereka

dirikan karena persaingan berada pada level yang sama (warung dengan



warung), namun semenjak dikeluarkannya Perwali Lampung tentang perizinan
dan penataan minimarket membuat rasa sejahtera itu hilang dari masyarakat,

yang dirasakan hanya ketidak adilan atas kebijakan pemerintah daerah.

2)  Menyediakan barang ketengan

Barang ketengan artinya barang yang disediakan dengan bentuk yang
lebih sedikit (per batang, seperempatan, perbungkus, barang harga Rp. 500,
dll). Contoh, boleh membeli rokok dengan cara ketengan (per batang). Hal ini
dilakukan untuk mempertahankan pembeli. Sebab, kebanyakan pembeli ketika
membeli barang diwarung hanya membeli barang yang dibutuhkan pada saat itu

juga (bab 111, hal. 83).

3)  Boleh menghutang

Khusus bagi orang yang sudah dikenal, seperti tetangga, anak-anak kost,
ataupun pelanggan warung boleh menghutang jika memang uang belanja tidak
sengaja kurang ataupun memang belum “mempunyai uang untuk membeli
kebutuhan yang sangat:dipggﬁl\ykan (bab il hal. 85)s. Ini memberikan
keunggulan tersendiri bagi Warung-warung kecil karena di minimarket-
minimarket menghutang tidak berlaku atau uang kurang dalam membayar maka

barang harus dikurangi atau dikembalikan.



Dari ungkapan para pedagang tersebut, menunjukan warung eceran mampu
bertahan karena mereka memiliki upaya yang membuat mereka bertahan walaupun

dengan untung yang sangat kecil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pendirian Minimarket di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung

membawa implikasi sebagai berikut:

a.

Jarak minimarket yang beroperasi di Kelurahan Sukarame tidak
mematuhi Peraturan Walikota Bandar Lampung yang telah dibuat. Jarak
yang saling berdekatan antar minimarket dan juga berdekatan dengan
warung eceran mengakibatkan warung eceran kalah dalam bersaing.
Implikasi ekonomi, minimarket sangat merugikan warung eceran
dikelurahan Sukarame, yang mana warung eceran mengalami penurunan
pendapatan dikarenakan ‘berkurangnya pembeli. Dan juga mereka sulit
untuk bersaing dengan minimarket baik bersaing dalam harga, variasi
barang dan kualitas barar'-lg,-

Implikasi sosial, masyarakat kelurahan Sukarame lebih memilih
berbelanja di minimarket karena lebih simpel, praktis dan tidak perlu
bertanya lagi dalam mencari barang yang diperlukan, sehingga hal ini
mengakibatkan kesenjangan sosial antara pembeli dan pemilik warung.

Implikasi buadaya, berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat.



2. Dalam menghadapi persaingan dengan minimarket, warung-warung eceran
menerapkan strategi sebagai berikut:
a. Berikhtiar dan bersabar, bahwa para pemilik warung yakin rezeki sudah
ada yang mengatur.
b. Menyediakan barang ketengan, vyaitu barang eceran yang mana
minimarket tidak menyediakan.
c. Boleh menghutang, dibolehkan menghutang untuk orang yang sudah

langganan atau yang kenal.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya melakukan peninjauan dan
pemeriksaan terhadap minimarket yang ada di Kota Bandar lampung secara
berkala agar tidak terjadi pelanggaran, bila perlu menindak tegas setiap
pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sanksi yang tegas. terhadap
minimarket tersebut demi melindungi keberlangsungan baik Pasar Tradisional
,warung dan.UMKM yang ada di Kota Banda_r” Lampung.

2. Pemerintah harus merﬁba-'[;;i:r jumlé;'i.-;Arh.ihir'rlarket yang didirikan, demi
melindungi pedagang kecil lokal. Sehingga pedagang kecil dapat berkembang
dan tidak menjadikan pengusaha asing yang berjaya. Ketika pemerintah
membatasi jumlah atau menolak adanya minimarket maka kita tidak akan

terjajah oleh modernisasi barat.



3. Para pedagang kecil yang ada di kelurahan Sukarame harus lebih berani dalam
menyampaikan keluhan-keluhan atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
daerah Bandar Lampung menimbulkan dampak negatif, supaya penindasan

terhadap pedagang kecil tidak ada lagi.
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